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MOTO 

ُ لَـكُمۡ وَلََ تَعۡتَدُوۡا
ٰ

بٰتِ مَاٰۤ احََلَّ اّللّ مُوۡا طَيِّ هَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لََ تُحَرِّ ـايَُّ َ لََ يُحِ ُُّّ ؕ يٰٰۤ
ٰ

 اِنَّ اّللّ
  الۡمُعۡتَدِيۡنَ 

Artinya: 

―Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik 

yang telah dihalalkan Allah kepadamu dan janganlah kamu melampaui batas. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas‖ (Q.S Al-

Maidah [5]:87) 
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ABSTRAK 

Nandiya Ika Putri (1901056007), Batas Wewenang Menteri Agama Dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 

Menteri Agama dalam menjalankan peran, fungsi dan tugasnya pada hakikatnya perlu 

adanya pembatasan. Adanya batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui 

sampai dimanakah pelaksanaan kekuasaan/kewenangan Menteri Agama. Pembatasan 

wewenang ini bukan dimaksudkan untuk mematikan kekuasaan Menteri Agama 

selaku pemegang kendali utama penyelenggaraan haji, melainkan pembatasan ini 

bertujuan untuk menghindari tindakan atau perbuatan yang menyimpang atau 

menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui batas-batas wewenang Menteri Agama 

yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Penelitian ini 

merupakan penelitian studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis 

normatif serta teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Metode analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan 

Huberman dengan pemaparan secara sistematis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Menteri Agama memiliki kedudukan sebagai 

pemegang kendali utama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Wewenang Menteri 

Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji diperoleh secara atribusi yang bersifat 

terikat. Menteri Agama memiliki batasan sendiri dalam melaksanakan wewenangnya, 

seperti yang penulis telah temukan, terdapat beberapa batasan wewenang Menteri 

Agama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, yaitu dalam Wewenang 

mengangkat PPIH Menteri Agama dibatasi oleh wilayah yaitu hanya sebatas 

mengangkat, diluar dari wewenang tersebut tidak dibenarkan Menteri Agama 

mengambil keputusan/tindakan. Dalam hal penetapan kuota haji dapat ditetapkan 

oleh Menteri Agama setelah ditetapkannya kuota haji Indonesia oleh Arab Saudi, 

Mengenai penetapan prosedur dan persyaratan pendaftaran jemaah haji reguler dan 

khusus Menteri Agama memiliki batasan waktu yaitu sepanjang tahun disetiap hari 

kerja. Kemudian Menteri Agama dapat menetapkan besaran setoran awal dan 

pelunasan bipih reguler dan khusus setelah mendapatkan kesepakatan dari hasil rapat 

panitia kerja (panja). Kemudian sebelum menetapkan standar akreditasi KBIHU, 

PIHK dan PPIU sudah harus sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh pihak 

akreditasi. Kemudian terkait wewenang menetapkan standar minimum pelayanan 

ibadah haji khusus terdapat batasan substansi (materi) yaitu memberikan kepastian 

kepada jemaah mengenai standar minimum PIHK serta sebagai acuan dalam 

pengawasan dan penilaian kinerja PIHK. 

Kata Kunci: Batasan, Wewenang, Menteri Agama 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia sebagai Negara hukum ditegaskan dalam Undang-Undang 

Dasar NKRI Tahun 1945 yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) yang berbunyi 

―Negara Indonesia adalah Negara Hukum‖.
1
 Sebagai Negara hukum, setiap 

penyelenggaraan urusan pemerintahan tentunya berdasarkan hukum yang telah 

berlaku. Prajudi Atmosudirjo dalam Sharon menyatakan bahwa sebuah Negara 

hukum merupakan Negara yang berdasarkan kekuasaan hukum. Pendapat 

tersebut menegaskan bahwa terdapat hubungan antara kekuasaan dengan 

hukum.  

Kekuasaan memiliki arti penting bagi hukum dalam kehidupan 

masyarakat, karena kekuasaan bukan sekedar sebagai instrumen pembentukan 

hukum melainkan juga sebagai instrumen penegakan hukum. Selain itu, hukum 

juga memiliki arti penting bagi sebuah kekuasaan karena hukum dapat berperan 

sebagai sarana legalisasi bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga negara, unit-

unit pemerintahan, pejabat negara dan pemerintahan. Legalisasi kekuasaan ini 

dilakukan melalui penetapan landasan hukum bagi kekuasaan melalui aturan-

aturan hukum.
2
 

Karakteristik hubungan antara kekuasaan dan hukum, khususnya dalam 

hal legalisasi kekuasaan dan penegakan hukum, dalam hal ini dijelaskan oleh 

Mochtar Kusumaatmadja dalam Luthan yang mengungkapkan bahwa hukum 

tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah 

kelaliman. Ungkapan tersebut pada satu sisi mengandung arti bahwa hukum 

tidak ada manfaatnya jika tidak ditegakkan dan hukum hanya dapat ditegakkan 

dengan kekuasaan. Pada sisi lain ungkapan tersebut bermakna bahwa kekuasaan 

                                                 
1
 Re lpublik Indone lsia, ―Undang-Undang Dasar 1945‖ (1945), 1. 

2
 Salman Luthan, ―Hubungan Hukum Dan Ke lkuasaan,‖ Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 14, 

no. 2 (2007): 166. 
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tanpa landasan hukum adalah kesewenang-wenangan.
3
 Lebih jelasnya, 

penjelasan tentang kekuasaan dapat dinyatakan bahwa pihak yang terkuat tidak 

akan pernah cukup kuat untuk selalu menjadi penguasa, kecuali ia 

mentransformasikan kekuatan menjadi hak (wewenang) dan kewajiban. Dengan 

kata lain kekuasaan di legitimasikan menjadi sebuah wewenang.
4
 

Dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi wewenang 

memiliki posisi atau kedudukan yang penting.
5
 Begitu pentingnya kedudukan 

wewenang ini sehingga F.A.M Stroik dan J.G Steenbeek dalam Susanto 

menyatakan bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara 

dan hukum administrasi.
6
 Wewenang berisi keseluruhan aturan-aturan yang 

berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan. 

Wewenang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban yang pada hakekatnya 

merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Hak berisi 

kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dan 

kewajiban berisi keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan 

tertentu.
7
 

Wewenang dalam Islam juga memiliki peran yang penting. Tidak sedikit 

ayat Al-Qur'an dan Hadits yang menjelaskan mengenai wewenang dan 

tanggungjawab manusia. Manusia merupakan makhluk Allah yang memiliki 

potensi yang mulia yang diciptakan oleh Allah setidaknya memiliki dua tugas 

dan tanggungjawab besar. Pertama, sebagai seorang hamba yang berkewajiban 

untuk memperbanyak ibadah kepada-Nya. Kedua, sebagai khalifah yang 

memiliki jabatan ilahiyah yang diberikan wewenang dalam mengurus seluruh 

                                                 
3
 Luthan, 167. 

4
 Grace l Sharon, ―Te lori Welwe lnang Dalam Pe lrizinan,‖ Jurnal Justiciabe lle ln 3, no. 1 (2021): 2. 

5
 Mila Marwiyah Hasibuan, ―Pe lnde lle lgasian We lwe lnang Dalam Hukum Administrasi Ne lgara,‖ 

Jurnal Ilmu Administrasi Publik, n.d., 102. 
6
 Sri Nurhari Susanto, ―Me ltodel Pe lrolelhan Dan Batas-Batas We lwe lnang Pe lme lrintahan,‖ 

Administrative l Law and Gove lrnancel Journal 3, no. 3 (2020): 430. 
7
 Abdul Rokhim, ―Ke lwe lnangan Pe lme lrintahan Dalam Konte lks Ne lgara Ke lse ljahte lraan 

(Wellfare l State l),‖ Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum “Dinamika Hukum” XIX, no. 36 (2013): 136. 
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alam.
8
 Menurut Dawam Raharjo dalam Aroka dkk khalifah di Indonesia dapat 

dimengerti sebagai kepala negara dalam pemerintahan layaknya kerajaan Islam 

di masa lalu. 

Manusia bersedia menerima wewenang atas dasar karena ia diberi 

kemampuan oleh Allah. Kemampuan yang memungkinkan manusia mampu 

mengemban wewenang. Kemampuan yang dimaksud bukan hanya sekedar 

kemampuan untuk dapat menunaikan wewenang, melainkan kemampuan untuk 

dapat menunaikan wewenang dengan baik dan bertanggungjawab.
9
  

Dalam salah satu ayat Al-Qur'an, kemampuan manusia terhadap 

wewenangnya juga diisyaratkan Allah dalam Firman-Nya surat At-Tahrim ayat 

6: 
قُوْدُهَا النذاسُ وَالْحِجَارَةُ علَيَْْاَ مَلٓ   يْنَ آمَنوُْا قُوْٓا اَنفُْسَكُُْ وَاَهْلِيْكُُْ نََرًا وذ ِ اَ الَّذ َيُّه َ يٰٓٓ ذَ عصَْوُوَْ  آّّٰ ةَ غ لِاَظ غ دِاَادغ 
َ
 مَآ ىِٕك

10اَمَرَهُُْ وَعفَْصَلوَُْ  مَا عؤُْمَرُوْ َ   

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, yang keras dan tidak mendurhakai Allah 

terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S At-Tahrim 66:6) 

Dari ayat al-Qur‘an ini tergambar jelas sebuah wewenang dan tanggung 

jawab manusia. Ketika seorang kepala rumah tangga selaku manajer terhadap 

keluarganya diberi wewenang untuk berdakwah menjaga keluarganya agar 

terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Kepala rumah tangga 

                                                 
8
 Robi Aroka e lt al., ―Pe lnde lle lgasian Tugas Dan We lwe lnang Dalam Pe lndidikan Islam,‖ Jurnal 

Pe lndidikan Dan Konselling (JPDK) 4, no. 6 (2022): 13138. 
9
  Robi Aroka e lt al., ―Pe lnde lle lgasian Tugas Dan We lwe lnang Dalam Pe lndidikan Islam,‖ Jurnal 

Pe lndidikan Dan Konselling (JPDK) 4, no. 6 (2022): 13139. 
10

 Saudi Arabia Ke lme lntrian Agama, ―Al-Qur‘an Al-Karim Dan Te lrjelmahannya,‖ Komple lk 

Pe lrce ltakan Al Qur’anul Karim Ke lpunyaan Raja Fahd (Saudi Arabia: Komple lk Pe lrce ltakan Al 

Qur‘anul Karim Ke lpunyaan Raja Fahd, 1971), 951. 
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diberikan wewenang untuk mengatur keluarga agar tidak masuk ke dalam api 

neraka.
11

 

Wewenang juga memiliki peran penting dalam proses ibadah umat Islam, 

yakni dalam proses penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia. 

Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah Indonesia diatur dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang merupakan pembaruan dari peraturan 

sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Peraturan tersebut 

salah satunya berisi wewenang yang diberikan kepada Menteri Agama. Proses 

penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bertujuan untuk memberikan 

pelayanan, pembinaan serta perlindungan bagi jemaah haji dan umrah sehingga 

dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat.
12

 Ibadah haji 

sendiri diwajibkan oleh Allah SWT kepada kaum muslimah yang telah 

mencukupi syarat-syaratnya.
13

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 pemegang kendali 

utama penyelenggaraan ibadah haji dan umrah adalah Menteri Agama. Menteri 

agama memiliki beberapa wewenang dalam proses penyelenggaraan ibadah haji 

dan umrah di Indonesia, misalnya Menteri Agama memiliki wewenang untuk 

menetapkan kuota haji reguler dan khusus. Disamping itu, menteri agama juga 

memiliki wewenang untuk mengangkat dan menetapkan petugas penyelenggara 

ibadah haji.
14

 

Wewenang yang secara sah diberikan membuat menteri agama dapat 

memerintah dan bertindak sesuai dengan wewenang yang dimilikinya. Dalam 

menjalankan peran, fungsi dan tugasnya sebagai menteri agama tentu 

                                                 
11

 Robi Aroka e lt al., ―Pe lnde lle lgasian Tugas Dan We lwe lnang Dalam Pe lndidikan Islam,‖ Jurnal 

Pe lndidikan Dan Konselling (JPDK) 4, no. 6 (2022): 13139. 
12

 Joko Tri Haryanto e lt al., Panduan Pelrjalanan Je lmaah Haji: Me lmbimbing Je lmaah Haji 

Me lnjadi Mandiri Dan Mabrur (Se lmarang: DIVA Pre lss, 2021), 19. 
13

 Abdul Sattar et al., Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif: Pembelajaran Manasik 

Calon Jamaah Haji Kota Semarang (Semarang: Fatawa Publishing, 2021), 20. 
14

 De lwan Pe lrwakilan Rakyat, ―Undang-Undang Re lpublik Indone lsia Nomor 8 Tahun 2019 

Telntang Pe lnye lle lnggaraan Haji Dan Umrah‖ (2019), 3. 
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diperlukan batasan wewenang untuk menghindari penyalagunaan wewenang, 

mengingat bahwa Indonesia merupakan Negara dengan penyalahgunaan 

wewenang tertinggi di Asia, dalam hal ini yang dimaksud adalah korupsi.
15

 

Tindakan penyalahgunaan wewenang dilakukan dengan tujuan menguntungkan 

diri sendiri atau orang lain. Tindakan tersebut bukan hanya terjadi karena 

masalah kebutuhan atau tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial ekonomi 

saja, tindak penyalahgunaan wewenang dapat terjadi karena seseorang memiliki 

kesempatan dan jabatan atau kekuasaan. Jadi, seseorang akan cenderung 

melakukan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan diri sendiri atau 

orang lain jika memiliki kesempatan.
16

 

Penyalahgunaan wewenang merupakan penggunaan wewenang oleh 

badan dan atau pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan atau 

tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan 

melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang dan atau bertindak 

sewenang-wenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 18 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.
17

 Oleh karena itu, untuk menghindari 

penyalahgunaan wewenang perlu adanya pembatasan wewenang. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan mengkaji mengenai 

wewenang menteri agama dalam proses penyelenggaraan ibadah haji dengan 

judul “Batas Wewenang Menteri Agama Dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2019”. 

B. Rumusan Masalah 

Atas dasar permasalahan dalam latar belakang di atas, maka dalam 

penelitian ini ditarik satu identifikasi masalah sebagai jalan untuk menjawab 

                                                 
15

 Jojo Juhae lni, ―Pe lnyalahgunaan We lwe lnang Ole lh Pe ljabat Publik Dalam Pe lrspe lktif Sosiologi 

Hukum,‖ Jurnal Konstitue ln 3, no. 1 (2021): 42. 
16

 Khairunas, ―Pe lnyalahgunaan We lwe lnang Jabatan (Abuse l Of Powe lr),‖ Humas IAIN 

Pontianak, 2015, https://iainptk.ac.id/pe lnyalahgunaan-we lwe lnang-jabatan-abuse l-of-powe lr/. 
17

 De lwan Pe lrwakilan Rakyat, ―Undang–Undang Re lpublik Indone lsia Nomor 30 Tahun 2014 

Telntang Administrasi Pe lme lrintahan‖ (2014), 18. 
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permasalahan dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana batas wewenang Menteri 

Agama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batas-batas wewenang 

Menteri Agama yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2019. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

dalam bidang keilmuwan Manajemen Haji dan Umrah 

khususnya dalam aspek pengetahuan mengenai wewenang 

Menteri Agama dalam proses penyelenggaraan ibadah haji di 

Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2019. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi 

untuk penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

dan masukan bagi pemilik kebijakan agar dapat menjalankan tugas 

dan wewenangnya dan dapat bekerja secara maksimal. 

D. Tinjauan Pustaka 

Pertama, H. Abdul Sattar dan Vina Darrissuraya, 2021, Melngelnal Isi dan 

Implikasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Telntang Pelnyellelnggaraan 

Haji dan Umrah. Pelnellitian ini belrtujuan untuk mellihat pelrbeldaan, pelrsamaan 

dan hal-hal baru yang muncul karelna hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2019 telntang pelnyellelnggaraan haji dan umrah. Sellain itu, pelnellitian ini juga 
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akan melnggambarkan implikasi yang melnjadi dampak lanjutan dari Undang-

Undang baru ini. Pelnellitian ini melrupakan pelnellitian kelpustakaan (library 

relaselrch) delngan melnggunakan pelndelkatan kompelratif. Telknik pelngumpulan 

data dalam pelnellitian ini melnggunakan telknik dokumelntasi, yang kelmudian 

dilanjutkan delngan pelngumpulan data mellalui wawancara dan Focuss Group 

Discussion (FGD) yang mellibatkan stakelholdelr dan kelmelntelrian agama selbagai 

pihak yang melndapat mandatel selbagai pellaksana langsung Undang-Undang 

telrselbut. Hasil pelnellitian ini melnunjukkan bahwa: pelrtama, dalam belbelrapa hal 

telrdapat aturan-aturan yang masih sama delngan selbellumnya. Namun, 

ditelmukan seltidaknya 15 kasus pelrbeldaan karelna pelrubahan aturan dan 17 

kasus pelrbeldaan karelna munculnya hal baru yang selbellumnya tidak diatur. 

Keldua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 ini belrimplikasi hadirnya 38 

Pelraturan Melntelri Agama, 1 Pelraturan Melntelri Kelselhatan, 2 Pelneltapan Melntelri 

Agama, 1 Pelneltapan Prelsideln dan 1 Pelraturan Pelmelrintah. Pelnellitian ini seljalan 

delngan pelnellitian yang pelnulis lakukan dalam hal melngkaji melngelnai Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2019. Pelnellitian akan melnjadi belrbelda karelna 

pelnellitian telrselbut lelbih melmfokuskan pada isi dan implikasi Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2019 telntang pelnyellelnggaraan ibadah haji dan umrah, 

seldangkan pelnellitian yang pelnulis lakukan akan lelbih fokus pada batasan 

welwelnang Melntelri Agama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. 

Kedua, Sri Nur Hari Susanto, 2020, Meltodel Pelrolelhan dan Batas-Batas 

We lwelnang Pelmelrintahan. Pelnellitian ini melnjellaskan melngelnai welwelnang 

pelmelrintahan dapat dipelrolelh mellalui atribusi, dellelgasi dan mandat. Welwelnang 

atribusi melrupakan welwelnang yang langsung dibelrikan atau diteltapkan olelh 

pelraturan pelrundang-undangan saat pelmbelntukan badan pelmelrintahan. 

Welwelnang atribusi mellelkat pada jabatan. Welwelnang dellelgasi melrupakan 

belntuk pellimpahan welwelnang, seltellah welwelnang atribusi dibelntuk atau 

diteltapkan. Tanpa ada welwelnang atribusi, maka tidak ada welwelnang dellelgasi. 
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Welwelnang mandat melrupakan belntuk pelnugasan (dalam hubungan rutin antara 

atasan dan bawahan) dan bukan selbagai pellimpahan. Batasan-batasan 

kelabsahan welwelnang pelmelrintahan didasarkan pada lelgalitas formal yang 

melliputi welwelnang dan proseldur, dan lelgalitas matelrial yang belrkaitan delngan 

tujuan dibelrikannya welwelnang olelh pelraturan pelrundang-undangan selsuai 

delngan asas relchtmatighelid (relchtmatighelid van belstuur). Cacat welwelnang 

melngakibatkan tindak/kelputusan pelmelrintahan melnjadi batal delmi hukum (van 

relchtwelgel nieltig). Zat-zat proseldur dapat dimohonkan pelmbatalan, teltapi bukan 

batal delmi hukum. Pelnulis melnelmukan pelrsamaan variabell yang digunakan 

dalam pelnellitian ini delngan pelnellitian yang akan ditelliti nantinya, yaitu batas-

batas welwelnang. Pelnellitian melnjadi belrbelda karelna pelnellitian ini lelbih fokus 

kelpada batas-batas welwelnang pelmelrintahan, seldangkan pelnellitian yang pelnulis 

akan lakukan melmfokuskan pada batas welwelnang Melntelri Agama. 

Ketiga, Abdal, 2021, Implelmelntasi Kelbijakan Telntang Pelnyellelnggaraan 

Ibadah Haji Dalam Upaya Melningkatkan Pellayanan Jelmaah Haji Di 

Kabupateln Garut. Pelnellitian ini belrtujuan untuk melnganalisis kelbijakan 

melngelnai pelnye llelnggaraan ibadah haji dalam upaya melningkatkan pellayanan 

jelmaah haji di kabupateln Garut. Pelnellitian ini melrupakan pelnellitian kualitatif 

delngan melnggunakan telknik pelngumpulan data mellalui obselrvasi, wawancara 

dan dokumelntasi. Hasil dari pelnellitian ini melnunjukkan bahwa upaya 

pelningkatan pellayanan jelmaah haji di kabupateln Garut dipelrlukan adanya 

kelrjasama yang optimal antara pelmelrintah delngan kellompok ibadah haji, 

selhingga pellayanan dalam telrhadap jelmaah haji dapat belrjalan optimal selsuai 

delngan yang diharapkan. Kelbijakan-kelbijakan melngelnai pelnye llelnggaraan 

ibadah haji harus telrus melnelrus disosialisasikan kelpada jelmaah, bukan hanya 

belrgantung pada birokrasi Kelmelntelrian Agama. Kelmudian kellompok 

bimbingan ibadah haji sangat melmbantu pellayanan telrhadap jelmaah haji 

dikarelnakan sumbelr daya (peltugas) pelmelrintah dalam tiap kellompok tidak 
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selbanding delngan banyaknya jumlah jelmaah. Pelnulis melnelmukan pelrsamaan 

dalam pelnellitian ini delngan pelnellitian yang pelnulis lakukan yaitu melngelnai 

kelbijakan pelnye llelnggaraan ibadah haji. Pelnellitian melnjadi belrbelda karelna 

pelnellitian ini lelbih fokus kelpada pellayanan Jelmaah haji, seldangkan pelnellitian 

yang pelnulis lakukan lelbih melmfokuskan kelpada welwelnang Melntelri Agama. 

Keempat, Ajelng Delwi P.S, 2015. Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab 

Kelmelntelrian Agama Dalam Pellaksanaan Ibadah Haji. Pelnellitian ini belrtujuan 

untuk melngeltahui selrta melnganalisa welwelnang dan tanggung jawab 

kelmelntelrian agama dalam pellaksanaan ibadah haji. Sellain itu, pelnellitian ini 

juga belrtujuan untuk melngeltahui selrta melnganalisa pelnye llelsaian hukum jika 

telrjadi kasus ataupun selngkelta dalam pelnye llelnggaraan ibadah haji. Pelnellitian 

ini melnggunakan meltodel pelndelkatan yaitu meltodel yuridis normatif yang lelbih 

melmfokuskan pada aspelk-aspelk hukum telrhadap objelk yang ditelliti. Telknik 

pelngumpulan data dalam pelnellitian ini yaitu wawancara delngan melngadakan 

tanya jawab selcara lisan delngan relspondeln telntang hal-hal yang belrkaitan Dan 

studi pustaka delngan cara melnellaah buku-buku, pelrundang-undangan karya 

ilmiah maupun tulisan-tulisan ilmiah. Hasil dari pelnellitian ini yaitu: 1) belntuk 

welwelnang melntelri  Agama relpublik Indonelsia yang telrlahir karelna undang-

undang nomor 13 tahun 2008 selbagaimana yang tellah diubah delngan undang-

undang Nomor 34 tahun 2009 bahwa selbagai pelnanggung jawab dan pellaksana 

pelnye llelnggaraan ibadah haji. Dalam hal ini, Melntelri Agama relpublik Indonelsia 

selharusnya hanya melmposisikan diri selbagai fasilitator yang melnjalankan 

fungsi: pelrtama, mellakukan fasilitasi pelrtelmuan antara calon jamaah haji 

delngan pihak bank belrkaitan delngan pelnjellasan telntang jadwal pelndaftaran 

selrta jumlah minimal dari tabungan haji. Keldua, mellakukan fasilitasi pelrtelmuan 

antara calon jelmaah haji delngan kellompok bimbingan ibadah haji (KBIH) 

selbagai belntuk sosialisasi dan informasi melngelnai jadwal pelnye llelnggaraan 

ibadah haji, jadwal pelmbayaran BPIH, pelmbimbingan ibadah Haji, 
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pelmbelrangkatan dan pelmulangan jamaah haji selrta pelmelriksaan kelselhatan. 

Keltiga, fasilitasi pelrtelmuan antara calon jelmaah haji delngan pihak Puskelsmas 

dan rumah sakit umum daelrah dalam kaitanya delngan pelmelriksaan kelselhatan 

dari calon jamaah haji. Namun dalam tatanan implelmelntasi, kelmelntelrian 

Agama relpublik Indonelsia tidak hanya belrtindak selbagai fasilitator teltapi 

telrkelsan mellakukan monopoli telrhadap pellaksanaan pelnyellelnggaraan ibadah 

haji di Indonelsia. 2) selcara elmpirik dapat dikatakan dalam hal pelnyellelnggaraan 

haji di Indonelsia tellah telrjadi pelngabaian telrhadap hak-hak calon jamaah haji 

dan jamaah haji olelh pelmelrintah maupun pihak swasta selbagai pelnyellelnggara 

haji selhingga belrtelntangan delngan undang-undang pelrlindungan konsumeln 

undang-undang nomor 8 tahun 1999 telntang pelrlindungan konsumeln. Dalam 

undang-undang itu dijellaskan bahwa konsumeln belrhak melndapatkan 

kelnyamanan, kelamanan, hak melndapatkan ganti rugi, kelsellamatan dan hak 

melmpelrolelh informasi. Pelnulis melnelmukan pelrsamaan dalam pelnellitian ini 

delngan pelnellitian yang pelnulis lakukan yaitu melngelnai welwelnang Melntelri 

Agama. Pelnellitian melnjadi belrbelda karelna pelnellitian ini lelbih fokus kelpada 

pada tinjauan yuridis, seldangkan pelnellitian yang pelnulis lakukan lelbih 

melmfokuskan kelpada batasan welwelnang. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Pelnellitian yang belrjudul “Batas Wewenang Menteri Agama 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019” melrupakan pelnellitian 

yang melnggunakan pelndelkatan yuridis normatif. Zainuddin Ali 

melnye lbutkan pelndelkatan yuridis normatif melrupakan pelndelkatan 

pelrmasalahan delngan pelndelkatan pelrundang-undangan yang melngacu 

pada norma-norma hukum yang telrdapat dalam pelraturan pelrundang-
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undangan yang tellah diteltapkan selrta mellihat sinkronisasi suatu aturan 

delngan aturan lainnya.
18

 

Meltodel yang digunakan dalam pelnellitian ini adalah meltode l 

kualitatif. Melnurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy adalah proseldur 

pelnellitian delngan kata-kata yang belrsifat telrtulis dan lisan dari subjelk 

yang diamati selhingga melnghasilkan data delskriptif.
19

 Pelnellitian ini 

melrupakan pelnellitian kelpustakaan (library relselarch). Pelnellitian 

kelpustakaan melrupakan jelnis pelnellitian kualitatif yang pada umumnya 

bukan delngan cara telrjun kel lapangan, mellainkan delngan pelncarian 

sumbelr datanya belrdasarkan atas karya-karya telrtulis, baik yang sudah 

maupun yang bellum dipublikasikan. Misalnya buku-buku, majalah, 

dokumeln, catatan dan kisah-kisah seljarah lainnya.
20

 

2. Sumber Data dan Jenis Data 

Guna melmelcahkan isu dipelrlukan sumbelr-sumbelr pelnellitian. 

Telrdapat dua sumbelr data dalam pelnellitian ini yaitu sumbelr data primelr 

dan sumbelr data selkundelr. Sumbelr primelr dalam pelnellitian ini, yaitu 

Undang-Undang Relpublik Indonelsia Nomor 8 Tahun 2019 Telntang 

Pelnyellelnggaraan Ibadah Haji dan Umrah 

Seldangkan data selkundelr belrupa buku celtakan pelnelrbit, jurnal, hasil 

pelnellitian dan litelraturel lainnya yang rellelvan delngan pelnellitian. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Telknik pelngumpulan data melrupakan langkah paling utama dalam 

pelnellitian. Pelngumpulan data melrupakan cara yang digunakan untuk 

melngumpulkan data, melngambil, melnghimpun dan melnjaring data 

                                                 
18

 Zainuddin Ali, Me ltode l Pe lne llitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105. 
19

 J Mole long Le lxy, Me ltode l Pe lne llitian Kualitatif (Bandung: PT. Re lmaja Rosdakarya, 2002), 

161. 
20

 E lvanirosa e lt al., Me ltode l Pe lne llitian Ke lpustakaan (Library Re lse larch), e ld. Zae ldun Na‘im 

(Bandung: CV. Me ldia Sains Indone lisa, 2022), 15–16. 



12 

 

pelnellitian.
21

 Pelnellitian yang pelnulis lakukan belrsifat studi kelpustakaan 

(library relselarch) delngan telknik pelngumpulan data yaitu dokumelntasi. 

Sugiyono (2007:329) selpelrti dikutip Nilamsari melnyatakan bahwa 

dokumelntasi belrisi catatan pelristiwa yang sudah belrlalu belrbelntuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumelntal dari selselorang.
22

 Dokumeln yang 

dimaksud dalam pelnellitian ini belrupa pelraturan pelrundang-undangan, 

buku celtakan pelnelrbit, litelraturel selrta dokumeln-dokumeln yang rellelvan. 

4. Uji Keabsahan Data 

Uji kelabsahan data dilakukan untuk melmastikan hasil analisis dan 

intelrpreltasi data dapat dipelrcaya. Biasanya dalam pelnellitian kualitatif uji 

kelabsahan data melrupakan prosels kelgiatan telrakhir. Pelnellitian ini 

melnggunakan uji kelabsahan confirmability. Confirmability (kelpastian) 

dimaksudkan untuk melnunjukkan neltralitas dan objelktivitas data yang 

dipelrolelh dan melnggunakan jurnal untuk mellakukan relflelksi telrhadap data 

yang dikumpulkan.
23

 

5. Teknik Analisis Data 

Telknik analisis data dalam pelnellitian library relselarch melrupakan 

salah satu prosels dalam pelnellitian yang dilakukan seltellah melndapatkan 

sumbelr data selcara lelngkap delngan cara melnganalisis, melngorganisasi, 

melngolah dan melnyusun yang kelmudian diambil kelsimpulan dari hasil 

kelselluruhan pelnellitian telrselbut.
24

 Analisis melliputi pelnyajian data dan 

                                                 
21

 Suwartono, Dasar-Dasar Me ltodologi Pelnellitian, e ld. E lrang Risanto (Yogyakarta: CV Andi 

Offse lt, 2014), 41. 
22

 Natalina Nilamsari, ―Me lmahami Studi Dokume ln Dalam Pelne llitian Kualitatif,‖ Wacana: 

Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi 13, no. 2 (2014): 178. 
23

 Amir Hamzah, Me ltode l Pelne llitian Ke lpustakaan (Library Re lse larch): Kajian Filosofis, 

Te loritis, Aplikasi, Prose ls Dan Hasil Pe lne llitian, e ld. Felbi Rizki Akbar (Malang: CV. Lite lrasi Nusantara 

Abadi, 2020), 64. 
24

  E lvanirosa e lt al., Me ltode l Pe lne llitian Ke lpustakaan (Library Re lse larch), e ld. Zae ldun Na‘im 

(Bandung: CV. Me ldia Sains Indone lisa, 2022), 114. 
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pelmbahasan yang dilakukan selcara konselptual.
25

 Analisis data dalam 

pelnellitian ini melnggunakan modell analisis data Milels dan Hubelrman 

dalam Sugiyono yaitu: 

a. Relduksi Data 

Langkah pelrtama dalam prosels analisis data melnurut Milels dan 

Hubelrman adalah relduksi data. Relduksi data melrupakan prosels 

melrangkum, melmilih hal-hal yang pokok, melncari telma dan pola 

pelnellitian dan melmfokuskan pada hal-hal yang pelnting. Data yang 

tellah direlduksi akan melmbelrikan gambaran yang lelbih jellas dan 

dapat melmpelrmudah pelnelliti untuk mellakukan pelngumpulan data 

sellanjutnya.
26

 

b. Pelnyajian Data 

Seltellah mellakukan prosels relduksi data, langkah sellanjutnya 

adalah pelnyajian data. Mellalui pelnyajian data maka data dapat 

telrorganisasikan, telrsusun dalam pola hubungan selhingga akan 

selmakin mudah difahami. Seltellah mellakukan pelnyajian data maka 

akan melmudahkan pelnelliti melmahami apa yang akan telrjadi selrta 

dapat melrelncanakan kelrja sellanjutnya belrdasarkan apa yang tellah 

difahami telrselbut.
27

 

c. Pelnarikan Kelsimpulan dan Velrifikasi 

Langkah telrakhir dalam analisis data kualitatif melnurut Milels 

dan Hubelrman adalah pelnarikan kelsimpulan dan velrifikasi. 

Kelsimpulan dalam pelnellitian kualitatif mungkin dapat melnjawab 

rumusan masalah yang tellah dirumuskan seljak awal. Kelsimpulan 

dalam pelnellitian kualitatif melrupakan telmuan baru yang selbellumnya 

pelrnah ada. Telmuan ini dapat belrupa gambaran atau pelnjellasan 

                                                 
25

 Evanirosa et al., 116. 
26

 Sugiyono, Me ltode l Pe lnellitian Manaje lme ln, eld. Se ltiyawami (Bandung: Alfabe lta, 2018), 405–

406. 
27

 Sugiyono, 408. 
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melngelnai suatu objelk yang selbellumnya masih relmang-relmang atau 

bellum jellas selhingga seltellah ditelliti melnjadi jellas.
28

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistelmatika pelnulisan skripsi ini telrdiri dari 5 bab yang akan disusun 

selcara telrstruktur. Gambaran umum masing-masing bab selbagaimana di bawah 

ini: 

Bab I  : melrupakan pelndahuluan yang telrdiri dari latar bellakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat pelnellitian, tinjauan pustaka, 

meltodel pelnellitian dan sistelmatika pelnulisan skripsi. 

Bab II : melrupakan kelrangka telori yang dijadikan landasan pelnting dalam 

pelnellitian. Pada bagian ini melnjellaskan melngelnai telori-telori yang 

belrkitan delngan Batas Welwelnang Melntelri Agama dalam Pasal 

Pelrlindungan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.  

Bab III: melmbahas gambaran umum melngelnai topik dan data pelnellitian yaitu 

gambaran umum melngelnai seljarah pelraturan pelrundang-undangan 

telntang pelnye llelnggaraan ibadah haji dan data welwelnang Melntelri 

Agama dalam pasal pelrlindungan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2019. 

Bab IV: melnjellaskan melngelnai analisis data yang melrupakan jawaban atas 

masalah dalam pelnellitian yaitu melnjellaskan melngelnai analisis batasan 

welwelnang Melntelri Agama dalam pasal pelrlindungan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2019 

Bab V: melrupakan bagian akhir dari prosels pelnellitian. Bab ini telrdiri dari 

kelsimpulan, kritikan, saran selbagai acuan pelnellitian lain dan kata 

pelnutup 

  

                                                 
28

 Sugiyono, 412. 
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BAB II 

KERANGKA TEORI 

A. Wewenang 

1. Definisi Wewenang 

Belrada di Nelgara Indonelsia yang melrulpakan nelgara hulkulm telntulnya 

tidak asing lagi delngan istilah welwelnang. Welwelnang selsulnggulhnya 

melnjadi batasan kelkulasaan ulntulk belrbulat selsulatul dan tidak belrbulat 

selsulatul. Welwelnang melrulpakan su latul belntulk kelkulasaan yang selring 

dipelrgulnakan selcara lelbih lulas u lntulk melruljulk kelpada kelmampulan 

manulsia melnggulnakan kelkulasaan selbagai hasil dari ciri-ciri yang dimiliki 

selpelrti pelngeltahulan ataulpuln gellar.
29

  

Selcara konselptulal, istilah welwelnang selring kali diseljajarkan delngan 

istilah Bellanda “belvoelgdhelid” yang belrarti welwelnang ataul belrkulasa. 

Welwelnang melrulpakan bagian yang sangat pelnting karelna pelmelrintahan 

dapat melnjalankan tulgas pokok dan fulngsinya atas dasar welwelnang yang 

dipelrolelhnya.
30

 Welwelnang dalam Kamuls Belsar Bahasa Indonelsia (KBBI) 

melrulpakan hak dan kelkulasaan yang dimiliki.
31

 Melnulrult Loulis A. Alleln 

dalam Rulyatnasih dan Melgawati, welwelnang melrulpakan seljulmlah 

kelkulasaan (powelrs) dan hak (rights) yang didellelgasikan pada sulatul 

jabatan. Harold  Koontz dan Cyril O‘Donnell dalam Rulyatnasih dan 

Melgawati melndelfinisikan welwelnang selbagai kelkulasaan yang sah dan 

melmiliki hak ulntulk melmelrintah dan belrtindak.
32

  

                                                 
29
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32
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Belrdasarkan belbelrapa delfinisi di atas dapat dikeltahuli bahwa 

welwelnang melrulpakan sulatul dasar ulntulk melmelrintah dan belrtindak ulntulk 

mellakulkan aktifitas dalam sulatul pelmelrintahan. Tanpa adanya welwelnang, 

pelmelrintahan tidak dapat mellakulkan apa-apa. Olelh karelna itul, welwelnang 

haruls didelfinisikan dan ditangkap selcara baik agar pelmelgang kelkulasaan 

melmahami rulang lingkulp welwelnang dan mampul belrtindak selsulai delngan 

welwelnang yang dimilikinya. 

2. Sumber-Sumber Wewenang 

Philipuls M. Hadjon dalam Mulnaf melnyatakan bahwa seltiap tindakan 

pelmelrintahan diisyaratkan haruls belrtulmpul atas kelwelnangan yang sah. 

Welwelnang dipelrolelh mellaluli tiga sulmbelr, yaitul atribulsi, dellelgasi dan 

mandat.
33

  

a. Atribulsi 

Ulndang-Ulndang Nomor 30 Tahuln 2014 pasal 1 ayat 22 

melnjellaskan bahwa welwelnang atribulsi melrulpakan welwelnang yang 

dibelrikan pada organ/tulbulh dan ataul peljabat pelmelrintah olelh 

Ulndang-Ulndang Dasar 1945.
34

 Artinya welwelnang yang dimaksuld 

tellah diatulr dalam pelratulran pelrulndang-ulndangan yang belrlakul, 

welwelnang ini kelmuldian yang diselbult selbagai asas lelgalitas 

(lelgalitieltbelginsell). Adapuln melnulrult F.A.M Stroink dan J.G 

Stelelnbelelk dalam Sharon melngatakan bahwa atribulsi adalah 

pelnye lrahan sulatul welwelnang barul. 
35

 

Welwelnang yang dipelrolelh dari atribulsi multlak belrasal dari 

amanat ulndang-ulndang ataul reldaksi pasal-pasal telrtelntu l dalam 

                                                 
33
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34
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35
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pelratulran pelrulndang-ulndangan. Pelnelrima welwelnang selcara atribulsi 

dapat melmpelrlulas bidang atribu lsi dan melmpelrlulas welwelnang seljaulh 

tidak mellelwati batas. Welwelnang atribulsi akan teltelp mellelkat sellama 

tidak ada pelrulbahan pelratulran pelrulndang-ulndangan.
36

 

Ciri-ciri atribulsi welwelnang adalah selbagai belrikult:
37

 

1) Pelngatribulsian melnciptakan kelkulasaan barul, selhingga sifatnya 

tidak delrivatif; 

2) Pelmbelrian welwelnang selcara atribultif tidak melnimbullkan 

kelwajiban belrtanggulng jawab, artinya tidak diwajibkan 

melnyampaikan laporan atas pellaksanaan welwelnang; 

3) Pelmbelrian welwelnang selcara atribulsi haruls didasarkan pada 

pelratulran pelrulndang-ulndangan. 

4) Pada dasarnya pelmelgang kelkulasaan mellaluli atribu lsi dapat 

mellimpahkan kelkulasaan badan-badan yang lain tanpa 

melmbelritahul telrlelbih dahullul kelpada badan pelmbelri 

kelkulasaan. 

b. Dellelgasi 

H.D van Wijk/Willelm Konijnelnbellt dalam Sharon melnyatakan 

bahwa dellelgasi adalah pellimpahan welwelnang pelmelrintahan dari 

satul organ pelmelrintahan kelpada organ pelmelrintahan lainnya.
38

 Olelh 

karelna itul, dalam welwelnang dellelgasi tidak telrjadi pelnciptaan 

welwelnang mellainkan hanya pellimpahan welwelnang saja.
39

 Philipuls 

M. Hadjon dalam Pulasa, Lulmolos dan Kulmayas melngatakan bahwa 

dellelgasi belrasal dari organ pelmelrintahan kelpada organ pelmelrintahan 

                                                 
36
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(2020): 94. 
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38
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39
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yang lainnya delngan pelratu lran pelrulndang-ulndangan, delngan 

tanggulng jawab dan tanggulng gulgat belralih kel dellelgataris.
40

 Jadi, 

dalam welwelnang selcara dellelgasi selmula welwelnang belralih kelpada 

pelnelrima dellelgasi (dellelgatoris) telrmasulk dalam hal 

pelrtanggulngjawaban. Sellain itul, dalam welwelnang dellelgasi tidak 

telrjadi pelnciptaan welwelnang mellainkan hanya pellimpahan 

welwelnang. 

Pelmbelri welwelnang dellelgasi (dellelgans) tidak dapat 

melnggulnakan welwelnangnya kelmbali kelculali seltellah ada pelncabultan 

seltellah belrpelgang pada asas “contrariuls actuls”,
41

 artinya seltiap 

pelrulbahan, pelncabultan sulatul pelratulran pellaksanaan pelrulndang-

ulndangan, dilakulkan olelh peljabat yang melneltapkan pelratulran yang 

dimaksuld, dan dilakulkan delngan pelratulran yang seltaraf ataul yang 

lelbih tinggi.
42

 Pelncabultan welwelnang biasanya dilakulkan karelna 

dellelgans melnilai telrjadi pelnyimpangan ataul pelrtelntangan dalam 

melnjalankan welwelnang telrselbu lt.
43

 Lelbih jellasnya, Teln Belrgel dalam 

Mu lnaf melnyatakan lima syarat dellelgasi, antara lain:
44

 

1) Dellelgasi haruls delfinitif, artinya dellelgans tidak dapat 

melnggulnakan welwelnangnya kelmbali kelculali seltellah ada 

pelncabultan seltellah belrpelgang pada asas “contrariuls actuls” 
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2) Dellelgasi haruls belrdasarkan keltelntulan pelratulran pelrulndang-

ulndangan, artinya dellelgasi hanya dimulngkinkan keltika ada 

keltelntulannya dalam pelratu lran pelrulndang-ulndangan 

3) Dellelgasi tidak kelpada bawahan, artinya dalam hulbulngan 

hielrarki kelpelgawaian tidak dipelrkelnankannya adanya dellelgasi 

4) Kelwajiban melmbelrikan keltelrangan (pelnjellasan), artinya 

dellelgans belrwelnang ulntulk melminta pelnjellasan telntang 

pellaksanaan welwelnang telrselbult. 

5) Pelratulran kelbijakan (bellelidsrelgell), artinya dellelgans 

melmbelrikan instrulksi (peltulnjulk) telntang pelnggulnaan 

welwelnang telrselbult. 

c. Mandat 

Welwelnang yang didapatkan selcara atribulsi dan dellelgasi dapat 

dimandatkan kelpada badan atau l pelgawai bawahan jika peljabat yang 

melmpelrolelh welwelnang telrselbult tidak sanggulp ulntulk mellakulkan 

welwelnangnya selcara selndiri.
45

 Welwelnang mandat melrulpakan 

pelmbelrian, pellimpahan ataul pelngalihan welwelnang olelh sulatul organ 

pelmelrintahan kelpada pihak lain ulntulk melngambil kelpultu lsan atas 

tanggulngjawab selndiri.
46

 Pelndapat yang sama dikelmulkakan olelh 

H.D van Wijk/Willelm Konijnelnbellt dalam Sharon bahwa mandat 

dapat telrjadi keltika organ pelmelrintahan melngizinkan welwelnangnya 

dijalankan olelh orang lain atas namanya.
47

 Apabila mandat yang 

tellah dibelrikan melnimbullkan keltidakelfelktifan pelnye llelnggaraan 

pelmelrintahan dalam mellaksanakan welwelnang, maka mandat dapat 

                                                 
45
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ditarik kelmbali ataulpuln digulnakan selwaktul-waktul olelh pelmbelri 

mandat seldangkan tanggulngjawab dan tanggulng gulgat teltap belrada 

pada pelmbelri mandat.
48

 Pelnelrima mandat tidak dibelbani 

tanggulngjawab dan tanggulng gulgat atas welwelnang yang 

dijalankan.
49

 Hal ini seljalan delngan pelndapat Hulisman dalam Mulnaf 

yang melnyatakan mandat adalah pelrintah ulntulk mellaksanakan 

(opdracht tot ulitvoelring), welwelnang dapat selwaktul-waktu l 

dilaksanakan olelh mandans (belvoelghdhelid kan door mandaatgelvelr 

nog incidelntelell ulitgelofelnd wordeln); tidak telrjadi pelralihan 

tanggulngjawab (belhoould van velrantwoordellijkhelid); tidak haruls 

belrdasarkan Ulndang-Ulndang (geleln weltellijkel basis velrelist); dapat 

telrtullis, dapat pulla selcara lisan.
50

 

Welwelnang mandat dibeldakan melnjadi tiga jelnis, yaitul:
51

 

1) Mandat pelngambilan kelpu ltulsan. Mandat jelnis ini melmbelrikan 

kelpultulsan kelpada pelmbelri mandat. 

2) Mandat pellaksanaan. Mandat jelnis ini pelmbelri mandat 

melngambil kelpultulsan delngan melmbelrikan motivasi dan kata-

kata yang telpat dan selsulai ulntulk pelnelrima mandat. 

3) Mandat pelnandatanganan. Mandat jelnis ini tidak 

lelbih/mellampauli dari tanda tangan atas nama pelmbelri mandat. 

Atribulsi, dellelgasi dan mandat melrulpakan sulmbelr welwelnang yang 

pelnting dalam tatanan nelgara delmokratis. Hal ini selsulai delngan salah satul 

asas nelgara hulkulm delmokratis adalah selgala tindakan pelmelrintahan haruls 
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dilakulkan belrdasarkan welwelnangnya baik yang dipelrolelh selcara atribultif, 

dellelgasi maulpuln mandat.
52

 

3. Sifat Wewenang 

Belrdasarkan kelpulstakaan hulku lm administrasi nelgara, welwelnang 

melmiliki belbelrapa sifat, diantaranya: 

1) Welwelnang Belrsifat Telrikat 

Welwelnang telrikat melrulpakan welwelnang yang haru ls selsulai 

delngan atulran dasar yang melnelntulkan waktul dan keladaan 

welwelnang telrselbult dapat dilaksanakan, selhingga organ 

pelmelrintahan tidak dapat belrbulat hal lain kelculali mellaksanakan 

keltelntulan selsulai delngan apa yang ada pada pelratulran dasar.
53

 Sifat 

melngikat dari welwelnang ini ialah adanya sulatul atulran, norma ataul 

kaidah yang haruls ditaati keltika welwelnang telrselbult dijalankan.
54

 

2) Welwelnang Belrsifat Pilihan 

Welwelnang pilihan telrjadi keltika badan yang belrsangkultan 

tidak wajib melnelrapkan welwelnangnya ataul seldikit banyak pilihan 

(altelrnatif), melskipuln pilihan telrselbult hanya dapat dilakulkan dalam 

keladaan telrtelntul selsulai delngan pelratulran dasarnya,
55

 dan pilihan 

telrselbult dapat dilakulkan keltika hal-hal dalam pelratulran dasarnya 

telrpelnulhi.
56

   

3) Welwelnang Belrsifat Belbas 
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Welwelnang belbas melrulpakan welwelnang sulatul badan yang 

belrsangkultan yang dapat selcara belbas melnggulnakan welwelnangnya 

dalam hal melnelntulkan selndiri isi dan kelpultulsan yang akan 

dikellularkan. Hal ini dapat telrjadi karelna dalam pelratulran dasarnya 

melmbelri kelbelbasan kelpada pelnelrima welwelnang telrselbult. Melskipuln 

kata belbas mellelkat pada welwelnang ini, namuln badan telrkait tidak 

dapat melnggulnakan welwelnang telrselbult selbelbas-belbasnya, karelna 

dalam nelgara hulkulm tidak ada welwelnang dalam arti selbelbas-

belbasnya ataul melmiliki kelbelbasan tanpa batas.
57

 Pelnggulnaan 

welwelnang belbas hanya ditulju lkan ulntulk kelpelntingan ulmulm dan 

tidak bolelh belrtelntangan delngan hulkulm yang belrlakul baik selcara 

telrtullis maulpuln tidak telrtullis.
58

 

Melnulrult N.M. Spellt dan J.B.J.M teln Belrgel selbagaimana 

dikultip olelh Philipuls M. Hadjon dalam Sharon bahwa welwelnang 

belbas dibagi dalam dula katelgori, yaitul:
 59

 

a) Kelbelbasan kelbijaksanaan (bellelidsvrijhelid): welwelnang diskrelsi 

dalam selmpit, keltika pelratulran pelrulndang-u lndangan 

melmbelrikan welwelnang telrtelntul kelpada organ pelmelrintahan 

seldangkan organ telrselbu lt belbas ulntulk tidak melnggulnakan 

melskipuln syarat-syarat bagi pelnggulnaannya selcara sah 

dipelnulhi. 

b) Kelbelbasan pelnilaian (beloordellingsvrijhelid): welwelnang 

diskrelsi dalam arti tidak selsulnggulhnya ada, melrulpakan 

welwelnang yang melnulru lt hulkulm diselrahkan kelpada organ 
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pelmelrintahan ulntulk melnilai selcara mandiri dan elksklulsif 

apakah syarat-syarat bagi pellaksanaan sulatul welwelnang selcara 

sah tellah dipelnulhi. 

Belranjak dari keldula katelgori telrselbult, Philipuls M. Hadjon 

melnyimpullkan telrdapat dula jelnis welwelnang belbas yaitu l 

kelwelnangan ulntulk melmultulskan selcara mandiri dan kelwelnangan 

intelrpreltasi telrhadap norma yang kabulr (vagel norm). 

B. Batas Wewenang 

Indonelsia selbagai nelgara konstitulsi haruls sellalul melngu lpayakan 

pelmbatasan kelkulasaan/kelwelnangan dalam praktelk keltatanelgaraan yang julga 

diatulr dalam Ulndang-Ulndang Dasar 1945. Adanya batasan-batasan telrselbult 

dimaksuldkan ulntulk melngeltahuli sampai dimanakah pellaksanaan 

kelkulasaan/kelwelnangan sulatul badan dan ataul peljabat pelmelrintahan. Telrdapat 

alulr yang melnjadi tolak ulkulr melngelnai batasan kelwelnangan telrselbult.
60

 

Pelmbatasan ini bulkan belrarti melmatikan kelkulasaan pelmelrintahan yang pada 

dasarnya belrisi welwelnang ulntulk melngelndalikan kelhidulpan masyarakat.
61

 

Kulntjoro Pulrbopranoto (1981:43) dalam Ilmar melnyatakan bahwa pelmbatasan 

tindakan ataul pelrbulatan pelmelrintah haruls ada karelna tindakan ataul pelrbulatan 

pelmelrintah tidak bolelh belrtelntangan delngan pelratulran pelrulndang-u lndangan 

ataul kelpelntingan ulmulm, tidak bolelh mellawan hulkulm baik formal maulpuln 

matelrial dalam arti lulas selrta tidak bolelh mellampauli ataul melnyellelwelngkan 

kelwelnangannya melnulrult kompeltelnsinya.
62

 

Melngelnai pelmbatasan welwelnang telntul dalam pelnggulnaannya ulntulk 

melnjalankan pelran, fulngsi dan tulgasnya pada hakikatnya pelrlul dilakulkan 

                                                 
60

 Cipto Prayitno, ―Analisis Konstitusionalitas Batasan Ke lwe lnangan Pre lside ln Dalam 

Pelne ltapan Pe lraturan Pe lme lrintah Pe lngganti Undang-Undang,‖ Jurnal Konstitusi 17, no. 2 (2020): 464. 
61

 Nur Asiyah, ―Strate lgi Imple lme lntasi Pe lrizinan Dan Sanksi Administratif Se lbagai 

Pelmbatasan Te lrhadap Ke lbe lbasan Be lrtindak,‖ Jurnal Hukum Samudra Ke ladilan 12, no. 1 (2017): 123–

24. 
62

  Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pe lme lrintahan (Jakarta: Prelnada Me ldia, 2016), 119. 



24 

 

pelmbatasan. Batasan-batasan telrselbult haruls dipatulhi olelh pelmelgang 

welwelnang.
63

 Pelmbatasan ini dimaksuldkan ulntulk melnghindari tindakan ataul 

pelrbulatan yang melnyimpang ataul melnyalahgulnakan welwelnang yang tellah 

dibelrikan selrta mellanggar hulkulm. Konselp pelnyalahgulnaan welwelnang melnulrult 

Philipuls M. Hadjon dalam Ilmar melnyatakan bahwa pelnyalahgulnaan welwelnang 

melrulpakan pelnggulnaan welwelnang tidak selbagaimana melstinya. Welwelnang 

yang dimiliki sulatul badan dipelrgulnakan delngan tuljulan lain yang melnyimpan 

ataul tidak selsu lai delngan tuljulan yang tellah dibelrikan. Telrjadinya pelnyimpangan 

bulkan melrulpakan keltidakselngajaan, pelnyimpangan dilakulkan selcara sadar 

ulntulk melncapai tuljulan ataul kelpelntingan lain. Kelpelntingan telrselbult biasanya 

didasarkan atas kelpelntingan pribadi, baik ulntulk kelpelntingan diri selndiri 

maulpuln ulntulk kelpelntingan orang lain.
64

 

Belrdasarkan keltelntulan pasal 15 Ulndang-Ulndang Administrasi 

Pelmelrintahan, badan dan ataul peljabat pelmelrintahan dibatasi olelh:
65

 

a. Masa ataul telnggang waktul welwelnang 

Melnjalankan selbulah welwelnang telntulnya telrdapat masa ataul 

telnggang waktul belrlakulnya selbulah welwelnang. Keltika tellah mellelwati 

waktul yang tellah ditelntulkan dalam pelrulndang-ulndangan maka badan dan 

ataul peljabat pelmelrintahan suldah tidak melmiliki welwelnang ulntulk 

belrtindak selsulatul. 

b. Wilayah ataul daelrah belrlakulnya welwelnang 

Tindakan ataul kelpultulsan yang dibulat badan dan ataul peljabat 

pelmelrintahan tidak belrlakul apabila tellah mellelwati batas wilayah 
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belrlakulanya selbulah welwelnang. Tindakan telrselbult dapat melmbulat 

kelbatalan.
66

 

c. Lingkulp bidang ataul matelri welwelnang 

Badan dan ataul peljabat pelmelrintahan akan tidak belrwelnang apabila 

melngambil sulatul tindakan yang matelri ataul pelrsoalannya tidak melrulpakan 

bagian dari kelwelnangannya. Kelpultulsan telrselbult dianggap batal ataul tidak 

sah.
67

 

C. Kementerian Agama 

Belrdasarkan Pelratulran Melntelri Agama Relpulblik Indonelsia Nomor 10 

Tahuln 2010 melngelnai organisasi dan tata kelrja dijellaskan bahwa kelmelntelrian 

Agama melrulpakan kelmelntelrian yang melnyellelnggarakan ulrulsan di bidang 

kelagamaan dalam pelmelrintahan ulntulk melmbantul Prelsideln dalam 

melnye llelnggarakan pelmelrintahan nelgara.
68

 Seltellah pelngulmulman belrdirinya 

Kelmelntelrian Agama yang disiarkan olelh pelmelrintah mellaluli siaran radio pada 

tahuln 1946, Kelmelntelrian Agama melngambil alih tulgas-tulgas kelagamaan yang 

selmulla belrada pada belbelrapa kelmelntelrian, yaitul Kelmelntelrian Dalam Nelgelri 

yang belrkaitan delngan masalah pelrkawinan, pelradilan agama, kelmasjidan dan 

ulrulsan haji; dari Kelmelntelrian Kelhakiman yang belrkaitan delngan tu lgas dan 

welwelnang Mahkamah Islam Tinggi; dari Kelmelntelrian Pelngajaran, Pelndidikan 

dan Kelbuldayaan yang belrkaitan delngan masalah pelngajaran agama di selkolah-

selkolah.
69

 

Kelmelntelrian Agama melmiliki strulktulr organisasi, yang salah satulnya 

adalah Direlktorat Jelndelral Pelnyellelnggara Haji dan Ulmrah. Direlktorat Jelndelral 
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Pelnyellelnggara Haji dan Ulmrah ataul yang disingkat delngan Ditjeln PHUl 

melrulpakan ulnsulr pellaksana yang belrada di bawah dan belrtanggulng jawab 

kelpada Melntelri Agama. Ditjeln PHUl melmiliki tulgas melrulmulskan selrta 

mellaksanakan kelbijakan dan standardisasi telknis dibidang pelnyellelnggaraan haji 

dan ulmrah, dalam mellaksanakan tulgasnya Ditjeln PHUl melmiliki fulngsi, yaitul:
70

 

a. Pelrulmulsan kelbijakan di bidang pelnyellelnggaraan haji dan ulmrah 

b. Pellaksanaan kelbijakan di bidang pelnyellelnggaraan haji dan ulmrah 

c. Pelnyulsu lnan norma, standar, proseldu lr, kritelria di bidang pelnyellelnggaraan 

haji dan ulmrah 

d. Pelmbelrian bimbingan telknis dan elvalulasi  pelnyellelnggaraan haji dan 

ulmrah 

e. Pellaksanaan administrasi Direlktorat Jelndelral Pelnye llelnggara Haji dan 

Ulmrah. 

D. Wewenang Dalam Dakwah 

Wewenang dalam kegiatan dakwah biasanya terdapat dalam proses 

pengorganisasian dakwah. Pengorganisasian dakwah merupakan rangkaian 

aktivitas menyusun kerangka yang kemudian menjadi wadah bagi aktivitas 

dakwah dengan cara membagi dan mengelompokkan yang harus dilaksanakan 

serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja diantara satuan-satuan 

organisasi dan petugasnya. Pengorganisasian dalam aktivitas dakwah sangatlah 

penting karena akan menghasilkan sebuah rumusan struktur organisasi dakwah 

dan pendelegasian wewenang serta tanggungjawab. Setelah pelaksanaan 

pemgorganisasian dakwah dapat diketahui sampai sejauh mana wewenang dari 
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masing-masing serta jalinan hubungan antara satu dengan yang lain dalam 

rangka usaha dakwah.
71
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BAB III 

PERKEMBANGAN REGULASI WEWENANG MENTERI AGAMA DALAM 

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 

A. Latar Belakang Diterbitkannya Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji 

Haji selcara sulbstansi melrulpakan selbulah ritulal kelagamaan ulmat Islam 

yang belrsifat pelrsonal. Namuln, selpanjang seljarah pellaksanaannya ibadah haji 

sellalul melndapatkan pelrhatian dari pelmelrintah. Pelnye llelnggaraan ibadah haji 

melnjadi keltelntulan positif selhingga diatulr dalam hulkulm nelgara. Nelgara 

belrtanggulngjawab atas pelnye llelnggaraan ibadah haji selbagaimana diamanatkan 

dalam Ulndang-Ulndang Dasar Nelgara Kelsatulran Relpulblik Indonelsia Tahuln 

1945 pasal 29 ayat (2), yang melnyatakan bahwa nelgara melnjamin kelmelrdelkaan 

tiap-tiap pelnduldulk ulntulk melmellulk agamanya masing-masing dan ulntulk 

belribadat melnulrult agama dan kelpelrcayaannya.
72

  

Adanya kelbijakan melngelnai pelnye llelnggaraan ibadah haji melrulpakan 

belntulk pelrhatian pelmelrintah Indonelsia ulntulk melngatulr dan melmastikan selgala 

hal yang belrkaitan delngan ibadah haji dapat belrjalan delngan baik dan lancar 

selsulai delngan yang tellah di syari‘atkan. Hal ini seljalan delngan pelndapat Salelh 

yang melnyatakan bahwa pelmelrintah melmiliki kelbijakan-kelbijakan yang akan 

melnelntulkan kelbelrhasilan pelnyellelnggaraan ibadah haji. Kelbijakan-kelbijakan 

yang tellah dipultulskan diharapkan dapat melnjadi pelndorong dalam relncana 

relformasi pelnye llelnggaraan ibadah haji. Hal ini dilakulkan agar 

pelnye llelnggaraannya dapat lelbih melnjaga profelsionalitas, elfisielnsi dan 

elfelktifitas pelngellolaan di masa yang akan datang.
73
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B. Perkembangan Regulasi Wewenang Menteri Agama dalam Kebijakan 

Penyelenggaraan Ibadah Haji 

Belrgullirnya wacana pelngellolaan haji yang idelal melrulpakan geljala yang 

sangat positif ulntulk melndorong Melntelri Agama sellakul pelmelgang kelndali 

ultama pelnyellelnggaraan ibadah haji ulntulk lelbih mawas diri dan intropelksi. Olelh 

karelna itul, Pelrkelmbangan relgullasi pelnyellelnggaraan ibadah haji tellah belbelrapa 

kali ditelrbitkan kelpultulsan, pelratulran ataul pelrulndang-ulndangan telntang 

pelnye llelnggaraan ibadah haji dan ulmrah, yaitul: 

1. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1969 

Kelpultulsan Prelsideln Nomor 22 Tahuln 1969 pada pasal 1 belrbulnyi: 

Pasal 1 

Kelsellulru lhan pelnjellelnggaraan Ulrulsan Hadji hanja dilaksanakan olelh 

pelmelrintah, selsulai delngan keltelntulan-keltelntulan dalam Kelpultulsan Prelsideln 

ini. 

 

Melmbaca Kelpultulsan Prelsideln di atas dapat dikeltahuli bahwa seljak 

1969 pelmelrintah tellah melngatulr melngelnai welwelnang pelmelrintah dalam 

hal ini Delpartelman Agama yang selkarang diselbult Kelmelntelrian Agama 

ulntulk melngatulr pelnye llelnggaraan ibadah haji. Kelpultulsan Prelsideln Nomor 

22 Tahu ln 1969 melnelgaskan bahwa lelmbaga ataul pihak swasta tidak 

dipelrkelnankan ulntulk melnye llelnggarakan haji. Hal ini belrtuljulan ulntulk 

mellindulngi jelmaah haji agar tidak melngalami pelnipulan dan ditellantarkan 

olelh pihak-pihak pelnye llelnggara ibadah haji yang tidak 

belrtanggulngjawab.
74

  

Alasan ultama yang mellatarbellakangi sikap pelmelrintah telrselbult 

adalah adanya pelngalaman yang melmprihatinkan yang timbull akibat dari 

keltidakmampulan swasta melngellola ulrulsan haji. Pada mulsim haji tahuln 

1968, jelmaah haji gagal belrangkat kel Tanah Sulci karelna kapal 
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pelngangkult jelmaah telrtahan di Kolombo. Pada mulsim haji seltahuln 

kelmuldian (1969) mulncull kasuls al-Ikhlas, yaitul kellompok jelmaah haji 

sama selpelrti jamaah ONH Pluls selkarang ini. Ulntulk melmbelrangkatkan 

850 jelmaah haji. Al-Ikhlas melncartelr kapal Tampomas delngan bayaran $ 

181.000. Ongkos ini dibayar mellalu li chelk Bank of Amelrica. Telrnyata 

chelk telrselbult adalah chelk kosong, karelna simpanan AlIkhlas di Bank of 

Amelrica tinggal $ 900. Akibatnya jelmaah haji yang tellah belrada di atas 

kapal telrpaksa ditulrulnkan.
75

 

Seltellah dikellularkannya Kelpultu lsan Prelsideln Nomor 22 Tahu ln 1969, 

pelmelrintah melnelrbitkan Instrulksi Prelsideln Nomor 6 Tahuln 1969 yang 

melnjellaskan melngelnai peltulnjulk pellaksanaan ulrulsan haji. Pasal 1 dalam 

instrulksi ini dijellaskan melngelnai apa saja welwelnang Melntelri Agama dan 

lelmbaga telrkait yang dimaksuld dalam Kelpultulsan Prelsideln Nomor 22 

Tahuln 1969, yaitul Melntelri Agama melmiliki welwelnang ulntulk melnelntulkan 

julmlah kulota haji dan melngellularkan pas pelrjalanan haji.
76

 

Adanya Kelpultulsan Prelsideln Nomor 22 Tahuln 1969 melnulai banyak 

relspon dari belrbagai pihak. Salah satulnya belrasal dari Sjafrulddin 

Prawiranelgara. Melnulrultnya kelbijakan telrselbult melnghalangi ulmat Islam 

ulntulk melmilih pelnawaran pelrjalanan haji yang diinginkan. Kelbijakan ini 

sama selkali tidak melmbelrikan kelselmpatan kelpada ulmat Islam ulntulk 

melmilih pelnawaran pelrjalanan haji yang lelbih mulrah dan baguls. Delngan 

kata lain, ulmat Islam dipaksa ulntulk melnggulnakan angkultan pelrjalanan 

haji yang disiapkan olelh pelmelrintah delngan harga tinggi namuln tidak 

selbanding delngan fasilitas yang dipelrolelh. Melskipuln melnulai banyak 

kelcaman dari belrbagai pihak, namuln pelmelrintah teltap pada kelpultulsannya. 

Melnulrult pidato Soelharto pada pelringatan Isra Mi'raj nabi Mulhammad (9 
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Oktobelr 1969), pelmelrintah sama selkali tidak melmbatasi kellellulasaan ulmat 

Islam u lntulk mellaksanakan ibadah haji. Pelmelrintah hanya ingin 

melnelrtibkan pellaksanaan haji, mellindulngi ulmat Islam dalam praktelk 

oknulm-oknulm swasta yang banyak melnimbullkan kelkelcelwaan dan 

kelrulgian bagi para calon jamaah haji. Gulna melnjaga agar tidak ada yang 

naik haji di lular yang disellelnggarakan olelh pelmelrintah, maka dibulatkan 

pas jalan selndiri khulsuls ulntulk jelmaah haji yang hanya belrlakul ulntulk Arab 

Sauldi pada mulsim haji. Pas jalan khu lsuls ini hanya dapat dibelrikan kelpada 

calon jelmaah haji yang tellah melnyellelsaikan sellulrulh biaya ulrulsan haji.
77

 

Kemudian sistem penyelenggaraan ibadah haji terasa lebih professional 

pada tahun 1962 dan 1963 dengan dibentuknya Panitia Pemberangkatan 

dan Pemulangan Haji (PPPH) yang diberikan kewenangan penuh dalam 

menyelesaikan setiap permasalahan.
78

 

Pelmbelnahan delmi pelmbelnahan telruls dilakulkan pelmelrintah ulntulk 

melmbelrikan pelrjalanan haji dan ulmrah yang baik dan selsulai delngan 

syari‘at Islam. Pelmelrintah telruls mellakulkan pelningkatan multul pellayanan 

ibadah haji. Sellain itul, dilakulkan pulla pelningkatan dan pelmantapan dalam 

sulsulnan kelorganisasian pelnyellelnggara ibadah haji.
79

 Dalam rangka 

melningkatkan multul pelnyellelnggaraan ibadah haji, pada tanggal 26 

Felbrulari 1975 dirjeln ulrulsan haji melngadakan lokakarya telntang 

pelningkatan pellayaran haji di Jakarta. Lokakarya ini melrulpakan telrobosan 

barul dalam pelnye llelnggaraan haji Indonelsia yang hasilnya melnjadi pijakan 

pelmelrintah dalam melmbulat kelbijakan telntang haji. Misalnya, sarana 

transportasi haji mellaluli uldara ditingkatkan yang pada awalnya hanya satul 

pelrulsahaan pelnelrbangan saja kelmuldian ditambah melnjadi 3 pelrulsahaan 
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pelnelrbangan yaitul PT. Garulda, PT. Melrpati Nulsantara dan PT. 

Mandala).
80

 

2. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1981 Tentang Penyelenggaraan 

Urusan Haji 

Kelpultulsan Prelsideln Nomor 53 Tahuln 1981 pada pasal 6 ayat (2) 

belrbulnyi: 

Pasal 6 

(2) Pelnyellelnggaraan pelnataulsahaan Ongkos Naik Haji dilakulkan olelh 

selorang Belndaharawan yang diteltapkan olelh Melntelri Agama 

 

Dikellularkannya Kelpultulsan Prelsideln Nomor 53 Tahu ln 1981 

melrulpakan telrobosan barul pelmelrintah ulntulk melngulbah kelmbali belrbagai 

sistelm pellayanan haji. Kelpultulsan ini kelmbali melnelkankan bahwa hanya 

pelmelrintah yang melmiliki kelwelnangan dalam pelnye llelnggaraan ulrulsan 

haji. Namuln delmikian, pada tahuln 1985 pelmelrintah kelmbali 

melngiku ltselrtakan pihak swasta dalam prosels pelnye llelnggaraan ibadah haji 

dan ulmrah.
81

 Pelnyellelnggaraan ulrulsan haji dilakulkan di bawah koordinasi 

dan tanggulngjawab Melntelri Agama yang belkelrja sama delngan 

delpartelmeln lain yang melmiliki keltelrkaitan delngan pelnyellelnggaraan 

ibadah haji. Seldangkan pelnye llelnggaraan ibadah haji ditingkat daelrah 

dilaksanakan olelh kelpala daelrah masing-masing (Gulbelrnulr, 

Walikota/Bulpati) dan belrtanggulngjawab kelpada Melntelri Agama. Pada 

dasarnya, kelpultulsan telrselbult melrulpakan tindak lanjult dari kelbijakan haji 

yang dikellularkan pada tahuln 1969. 

Belrdasarkan Kelpultulsan Prelsideln Nomor 53 Tahuln 1981 Melntelri 

Agama melmiliki welwelnang ulntulk melneltapkan selorang belndaharawan 

ulntulk pelnataulsahaan Ongkos Naik Haji (ONH). Belsaran biaya ONH 
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dipultulskan olelh prelsideln atas ulsull Melntelri Agama seltellah belrdiskulsi 

delngan Melntelri Kelulangan. Biaya ONH sellama 1980‘an sellalul tidak sama 

dan telruls melngalami kelnaikan. Namu ln, pada tahuln 1980'an kulota jelmaah 

haji tidak dibatasi olelh pelmelrintah sellama angkultan haji (pelsawat telrbang 

yang tellah di cartelr olelh pelmelrintah) masih melmulngkinkan ulntulk 

melngangkult jelmaah haji.
82

 

3. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan 

Urusan Haji 

Kelpultulsan Prelsideln Nomor 62 Tahuln 1995 pada pasal 6 ayat (2), 

pasal 10 ayat (3), pasal 11 ayat (2), pasal 13 ayat (2) dan (3), pasal 17 ayat 

(3) dan (4) belrbulnyi: 

Pasal 6 

(2) Pelnyellelnggaraan pelnataulsahaan Ongkos Naik Haji dilakulkan olelh 

selorang Belndaharawan yang diteltapkan olelh Melntelri Agama 

Pasal 10 

(3) Tu lgas, welwelnang dan tanggu lngjawab Koordinator, Koordinator 

Harian dan Kelpala Staf diteltapkan olelh Melntelri Agama 

 

Pasal 11 

(2) Pelmbelntulkan P3H diteltapkan Melntelri Agama 

Pasal 13 

(2) Paspor Haji dikellularkan olelh Melntelri Agama 

(3) Melntelri Agama dapat melnulnju lk Peljabat ulntulk dan atas namanya 

melnandatangani paspor haji 

Pasal 17 

(3) Keltula Panitia Pellaksana Opelrasional Haji Arab Sauldi diteltapkan 

olelh Melntelri Agama atas ulsull Konsullat Jelndelral Relpulblik Indonelsia 

di Jelddah 

(4) … Melntelri Agama melneltapkan selorang Amirull Hajj selbagai keltula 

missi haji 
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Ditelrbitkannya Kelpultulsan Prelsideln Nomor 62 Tahuln 1995 belrtuljulan 

ulntulk melningkatkan pellaksanaan koordinasi dalam prosels 

pelnye llelnggaraan ibadah haji. Namu ln, kelpultulsan ini teltap melnelgaskan 

bahwa pelnyellelnggaraan ibadah haji melrulpakan tulgas nasional dan hanya 

dapat dilaksanakan olelh pelmelrintah yang melnjadi tanggulngjawab Melntelri 

Agama yang dalam melnjalankan tulgasnya belkelrjasama delngan 

lelmbaga/instansi telrkait delngan pelnyellelnggaraan ibadah haji. Kelpultulsan 

ini melru lpakan relvisi dari Kelpultulsan Prelsideln Nomor 53 Tahuln 1981 

selbellulmnya.  

Sama halnya delngan Kelpultulsan selbellulmnya, Kelpultulsan Prelsideln 

Nomor 62 Tahuln 1995 melmbelrikan welwelnang kelpada Melntelri Agama 

ulntulk melneltapkan selorang Belndaharawan ulntulk pelnyellelnggaraan 

Pelnataulsahaan ONH.
83

 Namuln, ada belbelrapa pelrbeldaan welwelnang yang 

telrdapat dalam Kelpultulsan ini. Melntelri Agama melmiliki welwelnang ulntulk 

melneltapkan apa saja tulgas, welwelnang dan tanggulngjawab yang dibelrikan 

kelpada Koordinator, Koordinator Harian dan Kelpala Staf.
84

 Sellain itul, 

Melntelri Agama melmiliki welwelnang ulntulk melneltapkan pelmbelntulkan 

P3H.
85

 P3H adalah Panitia Pelmbelrangkatan dan Pelmullangan Jelmaah Haji 

yang telrdiri dari ulnsulr-ulnsulr Delpartelmeln Dalam Nelgelri, Kelselhatan, 

Pelrtahanan dan Kelamanan, Kelhakiman, Pelrhulbulngan dan 

Instansi/Lelmbaga lain yang telrkait delngan pelnyellelnggaraan ibadah haji. 

Delpartelmeln-Delpartelmeln telrselbult dibelntulk selbagai P3H dan diteltapkan 

selbagai pelgawai yang dibelri tu lgas ulntulk mellaksanakan prosels 

pelnye llelnggaraan ibadah haji di elmbarkasi. Tulgas dari P3H adalah 
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mellayani jelmaah haji seljak keldatangannya di elmbarkasi hingga melnuljul 

bandara Soelkarno Hatta.
86

 

Belrdasarkan Kelpultulsan Prelsideln Nomor 62 Tahuln 1995 Melntelri 

Agama julga melmiliki welwelnang ulntulk melnelntulkan selorang Amirull Hajj 

selbagai keltula missi haji di Arab Sauldi. Adanya Amirull Hajj dituljulkan 

ulntulk melmbantul pelmelrintah ulntulk melmastikan pelnyellelnggaraan haji 

tahuln telrkait dapat belrjalan delngan lancar dan selsulai delngan syari‘at 

Islam.
87

 Misalnya Amirull Hajj haruls melmastikan jelmaah haji suldah 

mellaksanakan thawaf selbanyak tu ljulh pultaran, mellaksanakan shalat 

sulnnah thawaf selrta belrdoa dan minulm air zam-zam.
88

 Amirull Hajj julga 

melmiliki tulgas ulntulk melnghulbulngi mitra kelrja gulna melmastikan julmlah 

buls yang dibultulhkan, pelmandul selrta adanya soulnd systelm diseltiap buls 

yang akan digulnakan.
89

 

Tahuln 1998 yang melrulpakan masa relformasi melnulntult pelmelrintah 

ulntulk melnye lmpulrnakan sistelm pelnye llelnggaraan pelrjalanan ibadah haji. 

Pelrjalanan ibadah haji diharapkan dapat melnelkankan pada pellayanan 

pelrlindu lngan dan pelmbinaan selcara optimal. Momelntulm masa relformasi 

diharapkan dapat melmbelrikan rulang selrta kelbijakan yang jellas melngelnai 

pelnye llelnggaraan pelrjalanan ibadah haji. Pasalnya sellama ini bellulm ada 

payulng hulkulm yang kulat ulntulk melnjellaskan melngelnai pelnye llelnggaraan 

pelrjalanan ibadah haji di Indonelsia. Sellama ini kelbijakan melngelnai 

pelnye llelnggaraan pelrjalanan ibadah haji hanya dikellularkan olelh Prelsideln 

RI Dan Melntelri Agama yang melskipu ln belgitul suldah culkulp belrhasil dalam 
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melngatu lr ulrulsan haji. Di samping itu l, masyarakat teltap melnulntu lt adanya 

ulndang-u lndang haji ulntulk melnjamin hak-hak jelmaah haji dan melmbelri 

kelpastian kelpada pelmelrintah dalam pelnyellelnggaraan pelrjalanan ibadah 

haji. Olelh karelna itul, ulntulk melnjamin dan melningkatkan pelmbinaan, 

pellayanan dan pelrlindulngan kelpada jelmaah haji pelmelrintah melngellularkan 

ulndang-u lndang nomor 17 tahuln 1999 telntang pelnye llelnggaraan ibadah 

haji.
90

 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan 

Ibadah Haji 

Ulndang-Ulndang Nomor 17 Tahuln 1999 pada pasal 9 ayat (1), pasal 

14 ayat (1), pasal 17 ayat (2), pasal 23 ayat (2) dan pasal 25 ayat (3) 

belrbulnyi: 

Pasal 9 

(1) Belsarnya BPIH diteltapkan olelh Prelsideln atas ulsull Melntelri seltellah 

melndapat pelrseltuljulan Delwan Pelrwakilan Rakyat Relpulblik 

Indonelsia. 

Pasal 14 

(1) … Melntelri melneltapkan kulota ulntulk seltiap propinsi delngan 

melmpelrhatikan prinsip keladilan dan proporsional 

Pasal 17 

(2) Melntelri dapat melnulnjulk peljabat ulntulk dan/ataul atas namanya 

melnandatangani, paspor haji 

Pasal 23 

(2) Pelnyellelnggaraan Ibadah Haji Khulsuls diteltapkan Melntelri 

Pasal 25 

(3) Pelnyellelnggaraan pelrjalanan ibadah ulmrah adalah masyarakat dan 

diteltapkan olelh Melntelri 
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Telrbitnya Ulndang-Ulndang Nomor 17 Tahuln 1999 melrulpakan 

landasan kokoh dari hasil pelrjulangan bangsa ulntulk melmiliki pelratulran 

yang belrsifat pelrmanelnt systelm. Ulndang-ulndang ini melrulpakan ulndang-

ulndang haji pelrtama yang dikellu larkan pelmelrintah Indonelsia seljak 

Indonelsia melrdelka tahuln 1945. Adanya ulndang-ulndang telrselbult 

melrulpakan landasan belrsama masyarakat ulntulk jaminan pelningkatan 

multul pellayanan dan pelrlindulngan. Ulndang-ulndang Nomor 17 Tahuln 1999 

ini belrsifat relgullatif. Selbagaimana dinyatakan dalam pasal 4 bahwa 

pelnye llelnggaraan ibadah haji belrdasarkan pada asas keladilan melmpelrolelh 

kelselmpatan, pelrlindulngan dan kelpastian hulkulm selsulai delngan Pancasila 

dan ulndang-ulndang 1945 selrta pasal 5 yang belrisi bahwa pelnyellelnggaraan 

ibadah haji belrtuljulan ulntulk melmbelrikan pelmbinaan pellayanan dan 

pelrlindu lngan yang selbaik-baiknya mellaluli sistelm dan manajelmeln 

pelnye llelnggaraan yang baik.
91

 

Adanya Ulndang-Ulndang Nomor 17 Tahuln 1999 telntang 

pelnye llelnggaraan ibadah haji melmbulat kelbijakan-kelbijakan selbellulmnya 

suldah tidak belrlakul lagi. Kelbijakan-kelbijakan telrselbult dianggap suldah 

tidak selsulai delngan pelrkelmbangan zaman dan kondisi masyarakat saat itul. 

Olelh karelna itul, pelmelrintah Indonelsia melngellularkan ulndang-ulndang 

telntang pelnyellelnggaraan ibadah haji dan ulmrah agar melnjadi peldoman 

dalam langkah-langkah telknis opelrasional haji misalnya dalam hal 

pellayanan kelselhatan dan pellayanan ulmulm saat belrada di Tanah Air 

maulpuln Arab Sauldi selrta ulpaya pelningkatan dalam pelmbinaan dan 

bimbingan manasik haji. Hal ini melnulnjulkan kelmajulan dalam bidang 

pelnye llelnggaraan ibadah haji. Adanya ulndang-ulndang ini diharapkan 
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melnjadi pellulang pelmelrintah Indonelsia ulntulk melngatulr seltiap 

pelrmasalahan pelnye llelnggaraan ibadah haji selcara optimal dan telrtata.
92

 

Ulndang-Ulndang Nomor 17 Tahuln 1999 melmbelrikan welwelnang 

kelpada Melntelri Agama sellakul pelmelgang kelndali ultama pelnyellelnggaraan 

ibadah haji ulntulk melngulsullkan belsaran Biaya Pelnyellelnggaraan Ibadah 

Haji (BPIH). Seljak ditelrbitkannya Ulndang-Ulndang Nomor 17 Tahuln 

1999 pelnyellelnggaraan ibadah haji di Indonelsia lelbih transparan dan 

telrtata. Hal ini dibulktikan delngan pelnjellasan selcara deltail melngelnai 

alokasi BPIH yang dikellularkan jelmaah haji, yaitul ulntulk pelmbayaran 

transportasi haji dari prosels pelmbelrangkatan hingga pelmullangan, biaya 

wajib di Arab Sauldi, opelrasional dalam nelgelri, living cost sellama belrapa 

di Arab Sauldi selrta ulntulk ulang belkal kelmbali kel daelrah masing-masing. 

Adanya ulsaha transparansi telrselbult melrulpakan telrobosan barul pelmelrintah 

karelna dalam pelratulran-pelratulran selbellulmnya bellulm melnyinggulng hal 

telrselbult. Sellain melmbelri ulsullan belsaran BPIH, Melntelri Agama julga 

dibelrikan welwelnang ulntulk melneltapkan kulota haji nasional belrdasarkan 

pada asas keladilan dan proporsional. 

Fakta melnye lbultkan bahwa ulndang-ulndang nomor 17 tahuln 1999 

telntang pelnye llelnggaraan ibadah haji melrulpakan prosels awal dari ulpaya 

pelmelrintah dalam mellakulkan pelrbaikan dan pelrulbahan pelnye llelnggaraan 

ibadah haji. Namuln, dalam kulruln waktul 10 tahuln seltellah prosels relformasi 

politik belrlangsulng prosels pelnyellelnggaraan ibadah haji Indonelsia 

telrkelsan masih kulrang melmelnulhi aspirasi relformasi telrultama pada aspelk 

elfisielnsi dan elfelktivitas pellayanan pelrlindulngan dan keladilan dalam 

mellaksanakan ibadah haji. Bellulm lagi pelrsoalan melngelnai transparansi 
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dan aku lntabilitas pulblik pellayanan ibadah haji yang sellalul melndapat 

sorotan masyarakat.
93

 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji 

Ulndang-Ulndang Nomor 13 Tahuln 2008 pada pasal 11 ayat (2), pasal 

19 ayat (2), pasal 28 ayat (1), pasal 29 ayat (1), pasal 32 ayat (2), pasal 34, 

pasal 43 ayat (2) dan pasal 53 ayat (3) belrbulnyi: 

Pasal 11 

(2) … Melntelri melnulnjulk peltulgas yang melnyelrtai jelmaah haji, yang 

telrdiri atas: 

a. Tim Pelmandul Haji Indonelsia (TPHI) 

b. Tim Pelmandul Ibadah Haji Indonelsia (TPIHI), dan 

c. Tim Kelselhatan Haji Indonelsia (TKHI). 

Pasal 19 

(2) Selkreltariat selbagaimana dimaksuld pada ayat (1) dipimpin olelh 

selkreltaris yang diangkat dan dibelrhelntikan olelh Melntelri atas 

pelrtimbangan KPHI 

Pasal 28 

(1) Melntelri melneltapkan kulota haji nasiona, kulota haji khulsuls dan kulota 

provinsi delngan melmpelrhatikan prinsip adil dan proporsional 

Pasal 29 

(1) Dalam rangka pelmbinaan ibadah haji, Melntelri melneltapkan: 

a. Melkanismel dan proseldulr pelmbinaan ibadah haji, dan 

b. Peldoman pelmbinaan, tulntulnan manasik dan pandulan 

pelrjalanan ibadah haji 

Pasal 32 

(2) Melntelri dapat melnulnjulk peljabat ulntulk dan/ataul atas namanya 

melnandatangi paspor haji 

Pasal 34 
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Pelnulnjulkan pellaksana transportasi jelmaah haji dilakulkan olelh melntelri 

delngan melmpelrhatikan aspelk kelamanan, kelsellamatan, kelnyamanan dan 

elfisielnsi. 

Pasal 43 

(2) Pelnyellelnggara pelrjalanan ibadah ulmrah dilakulkan olelh pelmelrintah 

dan/ataul biro pelrjalanan wisata yang diteltapkan olelh Melntelri. 

Pasal 53 

(3) Delwan Pellaksana dipimpin olelh selorang keltula yang ditulnjulk olelh 

Melntelri dari anggota Delwan Pellaksana 

Ditelrbitkannya Ulndang-Ulndang Nomor 13 Tahuln 2008 telntang 

Pelnyellelnggaraan ibadah haji melrulpakan sulatul ulpaya pelnyelmpulrnaan 

manajelmeln dan sistelm pelnyellelnggaraan ibadah haji Indonelsia agar 

pellaksanaan ibadahnya aman, telrtib dan lancar delngan melnjulnjulng tinggi 

akulntabilitas pulblik, transparansi selrta selmangat keladilan.
94

 Ulndang-

Ulndang Nomor 13 Tahuln 2008 ini kelmbali melnelgaskan bahwa 

pelmelrintah dalam hal ini Kelmelntelrian Agama melnjadi opelrator 

pelnye llelnggaraan ibadah haji Indonelsia. Pelnye llelnggaraan haji olelh 

pelmelrintah dilaksanakan belrdasarkan pada asas keladilan, profelsionalitas 

dan akulntabilitas.
95

 

Telrdapat belbelrapa keltelntulan pelrulbahan dalam ulndang-ulndang 

nomor 13 tahuln 2008 selbagai belntulk pelnyelmpulrnaan dari ulndang-ulndang 

nomor 17 tahuln 1999 yang lama. Dalam ulndang-ulndang telrselbult 

welwelnang delpartelmeln agama melmang masih teltap belsar. Namuln 

delpartelmeln Agama selbagai pelnye llelnggara ibadah haji dalam hal ini tidak 

dapat lagi belrtindak selcara selmbrono dikarelnakan ulndang-ulndang nomor 

13 tahuln 2008 mellahirkan selbulah lelmbaga barul yang siap melnyoroti 

                                                 
94

 Re lnoctha Re lfe lnza, ―Imple lme lntasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Telntang 

Pelnye lle lnggaraan Ibadah Haji,‖ Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Pelradilan 7, no. 1 (2022): 40. 
95

 Nita Wulan Se ltyarini, ―Studi Imple lme lntasi Ke lbijakan Pada Uu No 13 Tahun 2008 Telntang 

Bimbingan Manasik Haji Di Kantor Wilayah Ke lme lnte lrian Agama Jawa Telngah Tahun 2014-2018‖ 

(Se lmarang: Unive lrsitas Islam Ne lge lri Walisongo, 2018), 18. 



41 

 

kinelrja delpartelmeln agama yaitul komisi pelngawas haji Indonelsia 

(KPHI).
96

 Hal ini dapat dilihat pada bagian keltiga Pasal 19 Ulndang-

Ulndang Nomor 13 Tahuln 2008 dikatakan bahwa Melntelri Agama 

melmiliki welwelnang ulntulk melngangkat dan melmbelrhelntikan selkreltaris 

Komisi Pelngawas Haji Indonelsia (KPHI). KPHI ini dibelntulk delngan 

tuljulan u lntulk mellakulkan pelngawasan pellaksanaan pellayanan ibadah haji. 

Hal ini melrulpakan sulatul ulpaya ulntu lk melningkatkan kulalitas pellayanan 

pelnye llelnggaraan ibadah haji Indonelsia. KPHI selndiri melmiliki fulngsi 

melmantaul dan melnganalisa kelbijakan opelrasional pelnyellelnggaraan 

ibadah haji Indonelsia.
97

 

Walaulpuln Ulndang-Ulndang Nomor 13 Tahuln 2008 telntang 

Pelnyellelnggaraan Ibadah Haji tellah melngatulr selcara khulsuls melngelnai 

pelnye llelnggaraan ibadah haji selpelrti pelngorganisasian, pelngawasan, 

pelmbinaan, pellayanan, dan pelrlindulngan dalam melnjalankan Ibadah Haji, 

namuln dalam implelmelntasinya kelbelradaan Ulndang-Ulndang Nomor 13 

Tahuln 2008 telntang Pelnye llelnggaraan Ibadah Haji masih bellulm melnjawab 

tulntultan dan harapan masyarakat karelna sulbstansi dan cakulpannya bellulm 

selpelnulhnya dapat melrelprelselntasikan telrsellelnggaranya ibadah haji selcara 

profelsional, adil, dan akulntabell delngan prinsip nirlaba. Selhingga 

pelnye llelnggaraan ibadah haji melnjadi pelrmasalahan komplelks yang sellalul 

dihadapi Pelmelrintah seltiap tahuln.
98
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6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah 

Ulndang-Ulndang Nomor 8 Tahu ln 2019 pada pasal 1 ayat (9), pasal 8 

ayat (2), pasal 9 ayat (1), pasal 12 ayat (1), pasal 16 ayat (1), pasal 23 ayat 

(4), pasal 29 ayat (4), pasal 30 ayat (1), pasal 38 ayat (1), pasal 49 ayat 

(3), pasal 53 ayat (4), pasal 64 ayat (1), pasal 73 ayat (1), pasal 85 ayat (4) 

dan pasal 103 belrbulnyi: 

Pasal 1 

(9) Peltulgas Pelnye llelnggara Ibadah Haji yang sellanjultnya disingkat PPIH 

adalah peltulgas yang diangkat dan/ataul diteltapkan olelh Melntelri… 

Pasal 8 

(2) Ku lota haji Indonelsia selbagaimana dimaksuld pada ayat (1) 

diteltapkan olelh Melntelri 

Pasal 9 

(1) … Melntelri melneltapkan kulota haji tambahan 

Pasal 12 

(1) Melntelri melneltapkan kulota haji Indonelsia dan kulota haji provinsi 

jelmaah haji relgullelr. 

Pasal 16 

(1) Melntelri melneltapkan masa pellu lnasan dana seltoran pellulnasan ulntulk 

pelngisian kulota haji relgullelr 

Pasal 23 

(4) Peltulgas haji daelrah yang lulluls sellelksi selbagaimana dimaksuld pada 

ayat (2) diangkat olelh Melntelri 

Pasal 29 

(4) Kelanggotaan selbagaimana dimaksuld pada ayat (3) diteltapkan olelh 

Melntelri 

Pasal 30 

(1) Pelndaftaran jelmaah haji relgullelr dilakulkan selpanjang tahu ln seltiap 

hari selsulai delngan proseldulr dan pelrsyaratan yang diteltapkan olelh 

Melntelri 
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Pasal 49 

(3) Belsaran pelmbayaran dana seltoran awal Bipih selbagaimana 

dimaksuld pada ayat (1) diteltapkan olelh Melntelri 

Pasal 53 

(4) Melntelri melneltapkan standar akrelditasi KBIHUl 

Pasal 64 

(1) Melntelri melneltapkan kulota haji khulsuls 

 

Pasal 68 

(1) Melntelri melneltapkan seltoran awal Bipih khulsuls dan pellulnasan Bipih 

khu lsuls ulntulk pelnyellelnggaraan ibadah haji khulsuls 

(4) Standar pellayanan minimulm pelnyellelnggaraan ibadah haji khulsuls 

diteltapkan olelh Melntelri 

Pasal 73 

(1) Pelndaftaran jelmaah haji khulsuls dilakulkan selpanjang tahu ln seltiap 

hari selsulai delngan proseldulr dan pelrsyaratan yang diteltapkan olelh 

Melntelri 

Pasal 85 

(4) Melntelri melneltapkan standar akrelditasi PIHK 

Pasal 103 

Melntelri melneltapkan standar akrelditasi PPIUl 

Keltelntulan yang melngatulr melngelnai pelnyellelnggaraan ibadah haji 

Indonelsia dalam ulndang-ulndang nomor 13 tahuln 2008 dianggap suldah 

tidak selsulai lagi delngan dinamika dan kelbultulhan hulkulm masyarakat 

selhingga ulndang-ulndang telrselbult pelrlul diganti. Belrdasarkan pelratulran 

pelrulndang-ulndangan dan praktik pelnyellelnggaraan ibadah haji dan ulmrah 

sellama ini masih ditelmulkan belbelrapa kellelmahan baik dari aspelk relgullasi 

maulpuln tata kellola kelbijakan pelmbinaan, pellayanan dan pelrlindulngan 

jelmaah selrta pelngawasan telrhadap pellaksanaan pelnye llelnggaraan ibadah 

haji dan ulmrah. Olelh karelna itul, pelrlul dilakulkannya pelnyelmpulrnaan 

atulran dan pelrbaikan dalam praktik pelnye llelnggaraannya. Ulndang-ulndang 
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nomor 13 tahuln 2008 telntang pelnye llelnggaraan ibadah haji diamandelmeln 

melnjadi ulndang-ulndang nomor 8 tahuln 2019 telntang pelnye llelnggaraan 

ibadah haji dan ulmrah yang lelbih spelsifik dan transparan. Pokok 

pelngatulran dalam ulndang-ulndang ini mellipulti jelmaah haji, pelnye llelnggara 

ibadah haji relgullelr, Biaya pelnyellelnggaraan ibadah haji (BPIH), Kellompok 

bimbingan haji dan ulmrah (KBIHUl), pelnyellelnggaraan ibadah haji khulsuls, 

pelnye llelnggaraan ibadah ulmroh, koordinasi, pelnyidikan, larangan dan 

keltelntulan pidana selrta pelran masyarakat dalam pelnye llelnggaraan ibadah 

haji. 
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BAB IV 

ANALISIS BATAS WEWENANG MENTERI AGAMA DALAM UNDANG-

UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 

A. Wewenang Menteri Agama Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 

Belrdasarkan paparan data pada bab selbellulmnya, dapat dikeltahu li bahwa 

Melntelri Agama diamanatkan selbagai pelmelgang kelndali ultama pelnye llelnggaraan 

ibadah haji yang belrtanggulngjawab pelnulh atas kelbelrlangsulngan 

pelnye llelnggaraan ibadah haji Indonelsia. Seltellah direlsmikannya Ulndang-Ulndang 

Nomor 8 Tahuln 2019 telntang pelnyellelnggaraan ibadah haji ini melnjadi dasar 

hulkulm (lelgalitas) Melntelri Agama dalam melnjalankan welwelnangnya ulntulk 

belrtindak dan melngambil kelpultulsan selrta kelbijakan dalam melmelrintah, 

melmbelrikan pellayanan, pelmbinaan selrta pelrlindulngan telrhadap jelmaah haji dan 

ulmrah agar dapat mellaksanakan ibadahnya selsulai delngan keltelntulan syari‘at 

Islam dan dapat melnulmbulhkan kelmandirian dan keltahanan dalam 

pelnye llelnggaraannya
99

, selhingga tuljulan dan fulngsi pokok Melntelri Agama 

selbagai pelnye llelnggara dapat telrpelnulhi delngan baik. Sama halnya dengan 

pengorganisasian dakwah yang di dalamnya terdapat wewenang. Menteri 

Agama harus diberikan wewenang agar dapat melaksanakan serta menerapkan 

dan menyusun jalinan hubungan kerja diantara satuan-satuan organisasi dan 

petugasnya. 

Welwelnang Melntelri Agama dalam pelnyellelnggaraan ibadah haji dipelrolelh 

selcara Atribulsi yang belrsifat asli selbagai asas lelgalitas (lelgalitieltbelginsell) yang 

belrasal dari pelrulndang-ulndangan, yaitul Ulndang-Ulndang Nomor 8 Tahuln 2019. 

Olelh karelna itul, welwelnang atribulsi yang ditelrima Melntelri Agama melmiliki 

kelkulatan hulku lm karelna dibelntulk atas dasar pelrintah Ulndang-Ulndang. Sulmbelr 

hulkulm ini seltingkat delngan selbellulmnya, welwelnang Melntelri Agama 
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selbellulmnya belrsulmbelr dari Atribulsi yang julga dipelrolelh dari pelratulran 

pelrulndang-ulndangan yaitul Ulndang-Ulndang Nomor 13 Tahuln 2008 telntang 

pelnye llelnggaraan ibadah haji. 

Welwelnang Melntelri Agama telrselbult belrsifat Telrikat. Hal ini dikarelnakan 

dalam Ulndang-Ulndang Pelnye llelnggaraan Ibadah Haji dan Ulmrah telrselbult 

melnelntulkan kapan dan bagaimana welwelnang telrselbult dapat digulnakan. Jadi, 

welwelnang dalam Ulndang-Ulndang Nomor 8 Tahuln 2019 ini melnelntulkan isi 

dari kelpultulsan yang haruls diambil selcara telrinci. Sama delngan selbellulmnya, 

Ulndang-Ulndang Nomor 13 Tahuln 2008 julga belrsifat Telrikat. 

Pelrulbahan-pelrulbahan welwelnang Melntelri Agama dapat digambarkan 

dalam tabell selbagai belrikult: 

Tabel 4. 1 Perubahan Wewenang Menteri Agama 

No

. 

Katelgori 

Welwelnang 

Welwelnang Melntelri Agama 

Dalam Ulndang-Ulndang 

Nomor 8 Tahuln 2019 

Welwelnang Melntelri Agama 

Dalam Ulndang-Ulndang 

Nomor 13 Tahuln 2008 

1. Lelgalitas Ulndang-Ulndang Nomor 8 

tahuln 2019 telntang 

Pelnyellelnggaraan Ibadah 

Haji dan Ulmrah 

Ulndang-Ulndang Nomor 13 

tahuln 2008 telntang 

Pelnyellelnggaraan Ibadah 

Haji 

2. Sulmbelr Atribulsi 

(asli dari Ulndang-Ulndang 

Pelnyellelnggaraan Haji dan 

Ulmrah) 

Atribulsi 

(asli dari Ulndang-Ulndang 

Pelnyellelnggaraan Haji) 

3. Sifat Telrikat Telrikat 

4. Isi a. Melngangkat peltulgas 

pelnye llelnggara ibadah 

haji***) 

b. Melneltapkan kulota haji 

Indonelsia***) 

c. Melneltapkan kulota haji 

tambahan**) 

d. Melneltapkan kulota haji 

Indonelsia dan provinsi 

jelmaah haji relgullelr***) 

e. Melneltapkan masa 

pellulnasan dana seltoran 

a. Melnulnjulk tim peltulgas 

yang melnyelrtai haji 

b. Melngangkat dan 

melmbelrhelntikan 

Selkreltariat Komisi 

Pelngawas Haji 

Indonelsia (KPHI) 

c. Melneltapkan kulota haji 

nasional 

d. Melneltapkan proseldulr 

dan melkanismel 

pelmbinaan ibadah haji 
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pellulnasan ulntulk 

pelngisian kulota haji 

relgullelr**) 

f. Melngangkat peltulgas 

haji daelrah**) 

g. Melneltapkan 

kelanggotaan 

Amirullhajj**) 

h. Melnulnjulk pellaksana 

transportasi ibadah 

haji***) 

i. Melneltapkan belsaran 

seltoran awal Bipih**) 

j. Melneltapkan standar 

akrelditasi KBIHUl**) 

k. Melneltapkan kulota haji 

khulsuls***) 

l. Melneltapkan selotran 

awal bipih dan 

pellulnasan Bipih 

khulsuls**) 

m. Melneltapkan standar 

minimulm 

pelnye llelnggaraan 

ibadah haji khulsu ls**) 

n. Melneltapkan proseldulr 

dan pelrsyaratan 

pelndaftaran haji 

khulsuls**) 

o. Melneltapkan standar 

akrelditasi PIHK**) 

p. Melneltapkan standar 

akrelditasi PPIUl**) 

selrta melneltapkan 

peldoman pelmbinaan, 

tulntulnan manasik haji 

dan pandulan pelrjalanan 

ibadah haji 

e. Melnulnjulk peljabat 

dan/ataul atas namanya 

melnandatangani paspor 

haji 

f. Melnulnjulk pellaksana 

transportasi ibadah haji 

g. Melneltapkan biro 

pelnye llelnggara 

pelrjalanan ulmrah 

h. Melnulnjulk keltula Delwan 

Pellaksana 

Keltelrangan 

*) Pellimpahan welwelnang dari lelmbaga selbellulmnya 

**) welwelnang barul 

***) welwelnang lama 
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Dapat kita lihat bahwa telrdapat pelrulbahan welwelnang Melntelri Agama 

yang lelbih spelsifik jika dibandingkan delngan selbellulm disahkannya Ulndang-

Ulndang Nomor 8 Tahuln 2019. Melntelri Agama adalah pelnelrima welwelnang 

pelnye llelnggaraan ibadah haji dan ulmrah selcara pelnulh mullai dari pelrsoalan 

akomodasi, akrelditasi, relgistrasi, pelngawasan selrta pelmbinaan. Mellihat 

welwelnang Melntelri Agama dalam prosels pelnyellelnggaraan ibadah haji yang 

suldah melmiliki kelkulatan hulkulm, telntulnya diharapkan dapat melmelnulhi harapan 

masyarakat agar pelnyellelnggaraan ibadah haji Indonelsia lelbih telrorganisir 

delngan baik, aman, nyaman dan selmpulrna selcara syariat.  

Melskipu ln kelbijakan haji tellah belrkali-kali melngalami pelrulbahan selrta 

pelnye lmpulrnaan, namuln sampai saat ini telruls mulncull keltidakpulasan dari 

belrbagai pihak. Melnulrult M. Abdull Ghofulr Djawahir dalam Mulslim telrdapat 

belbelrapa altelrnatif pelngellolaan haji di masa delpan dari pelmelrintah, yaitul  

pelrtama, adanya dulkulngan dari selktor manajelmeln. Hal ini belrkaitan delngan 

pelngulatan organisasi dan kellelmbagaan, pelnelrtiban aselt-aselt haji, koordinasi 

antar peltulgas pelnanggulng jawab, pelngelndalian multul, pelngawasan haji hingga 

elvalulasi. Keldula, aspelk pelmbinaan haji. Hal yang pelrlul dipelrhatikan dalam 

aspelk ini yaitu l melmbelrikan bimbingan kelpada jelmaah delngan selbaik-baiknya 

dan selsulai delngan syari‘at mullai dari pra hingga pasca haji. Sellain itu l, sulmbelr 

daya manulsia ataul pelngellola haji haruls telruls melningkatkan sikap 

profelsionalismel melnjadi lelbih baik lagi. Keltiga, aspelk pellayanan. Pada aspelk 

ini melnjadi sangat pelnting ulntulk dipelrhatikan dan dibelnahi. Hal ini dikarelnakan 

pellayanan melrulpakan garda telrdelpan dalam prosels pelnyellelnggaraan ibadah 

haji. Misalnya pelrlul adanya pelmbelnahan dalam pellayanan catelring, 

pelmondokan, transportasi pelnelrbangan dan pelrlindulngan jelmaah haji haruls 

melnjadi pelrhatian khulsuls agar lelbih baik lagi keldelpannya.
100

 

                                                 
100

 Muhammad Irfai Muslim, ―Historiografi Manaje lme ln Haji Di Indone lsia: Dinamika Dari 

Masa Kolonial Hingga Ke lme lrde lkaan,‖ Jurnal MD 6, no. 1 (2020): 62–63. 
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B. Batasan Wewenang Menteri Agama Dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2019 

1. Batasan Wewenang Menteri Agama mengangkat Petugas 

Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 

Pelngatulran melngelnai welwelnang Melntelri Agama dalam hal 

pelngangkatan PPIH selcara konstitulsional diatulr dalam pasal 1 ayat (9) 

Ulndang-Ulndang Nomor 8 Tahuln 2019. 

“Peltulgas Pelnyellelnggara Ibadah Haji yang sellanjultnya disingkat 

PPIH adalah peltulgas yang diangkat dan/ataul diteltapkan olelh 

Melntelri, yang belrtulgas mellakulkan pelmbinaan, pellayanan dan 

pelrlindulngan,selrta pelngelndalian dan pelngoordinasian pellaksanaan 

opelrasional ibadah haji di dalam nelgelri dan/ataul di Arab Sauldi” 

Kelmuldian salah satul syarat diangkatnya PPIH dijellaskan dalam 

pasal 22 ayat (5) hulrulf el Ulndang- Ulndang Nomor 8 Tahuln 2019 yang 

belrbulnyi: 

“lulluls sellelksi dan/ataul pelnulnju lkan selsulai kelbultulhan” 

Belrdasarkan bulnyi keldula pasal di atas dapat dikeltahuli bahwa syarat 

diangkatnya PPIH adalah keltika peltulgas telrselbult suldah lulluls sellelksi 

dan/atau l pelnulnjulkannya selsulai delngan kelbultulhan.
101

 Sellain itul, 

belrdasarkan Pelratulran Melntelri Agama Relpulblik Indonelsia Nomor 13 

Tahuln 2021 telntang Pelnyellelnggaraan Ibadah Haji Relgullelr, PPIH yang 

akan diangkat Melntelri Agama telrdiri atas PPIH Pulsat, Arab Sauldi, 

Elmbarkasi dan Klotelr.
102

 Pelmbelntulkan PPIH ini diharapkan dapat 

                                                 
101

 De lwan Pe lrwakilan Rakyat, Undang-Undang Re lpublik Indone lsia Nomor 8 Tahun 2019 

te lntang Pe lnye lle lnggaraan Haji dan Umrah, 17. 
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 Ke lme lnte lrian Agama, ―Pe lraturan Me lnte lri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Telntang 

Pelnye lle lnggaraan Ibadah Haji Re lgule lr‖ (Jakarta: Ke lme lnte lrian Agama, 2021), 26. 
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melmfasilitasi pellayanan telrhadap jelmaah agar telrciptanya jelmaah yang 

mandiri.
103

 

Sellain itul, belrdasarkan Pelratulran Melntelri Agama (PMA) Nomor 13 

Tahuln 2021 pasal 45 ayat (4) belrbulnyi: 

“Pelmbelntulkan PPIH selbagaimana dimaksuld pada ayat (1) 

diteltapkan olelh Direlktorat Jelndelral atas nama Melntelri” 

Pelmaparan melngelnai welwelnang Melntelri Agama dalam Ulndang-

Ulndang Nomor 8 Tahuln 2019 melmbelrikan batasan wilayah pelngangkatan 

PPIH olelh Melntelri Agama yaitul hanya melngangkat ataul melneltapkan 

PPIH. Melntelri Agama dalam melnjalankan welwelnangnya melmbelrikan 

pellimpahan welwelnang kelpada Direlktorat Jelndelral Pelnyellelnggaraan Haji 

dan Ulmrah (Dirjeln PHUl) ulntulk melngangkat ataul melneltapkan PPIH atas 

nama Melntelri.
104

 Di lular dari welwelnang telrselbult, misalnya prosels 

pelrelkrultan PPIH melrulpakan tulgas dari Direlktorat Jelndelral 

Pelnyellelnggaraan Haji dan Ulmrah yang telrtulang dalam Kelpultulsan 

Direlktorat Jelndelral Pelnyellelnggaraan Haji dan Ulmrah Nomor 377 Tahuln 

2022 telntang Peldoman Relkrultmeln Peltulgas Pelnyellelnggaraan Ibadah Haji. 

Hal ini selsulai delngan pelnellitian yang dilakulkan olelh Aullia Ull Ulmmah 

bahwa Dirjeln PHUl melmiliki belbelrapa relncana ulntulk melneltapkan jadwal 

pelrelkrultan dan sellelksi selrta pellatihan peltulgas haji.
105

 Adapuln salah satul 

tuljulan Dirjeln PHUl mellakulkan relkrultmeln peltulgas delngan prinsip gulna 

melmfasilitasi pellayanan ibadah telrhadap jelmaah dalam rangka 

melnciptakan jelmaah haji yang mandiri.
106
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Pembatasan tersebut tentunya perlu dilakukan karena seluruh 

wewenang yang dimiliki oleh Menteri Agama berpotensi untuk dilanggar 

atau berpotensi adanya penyalahgunaan wewenang. Terkait pengangkatan 

PPIH tentunya terdapat potensi pelanggaran yang dilakukan Menteri 

Agama. Misalnya saja adanya proses jual beli jabatan yang dilakukan. 

Kasus ini diduga pernah terjadi kepada Menteri Agama yang diduga 

menerima uang suap untuk mengangkat seseorang untuk menjadi pejabat 

Kementerian Agama meskipun tidak memenuhi kualifikasi.
107

 Hal ini 

menunjukan bahwa terdapat potensi untuk melanggar wewenang. Ketika 

Menteri Agama memiliki wewenang untuk menunjuk/mengangkat 

seseorang, Menteri bebas untuk menunjuk/mengangkat petugas. Terdapat 

beberapa hal yang ditakutkan misalnya saja Menteri mengangkat petugas 

yang ternyata adalah kerabat dekatnya atau rekan kerja yang sangat dekat 

dengan Menteri. Maka dari itu, pembatasan wewenang pengangkatan 

PPIH perlu diketahui. 

2. Batasan Wewenang Menteri Agama Menetapkan Kuota Haji 

Indonesia 

Pelngatulran welwelnang Melntelri Agama dalam hal melneltapkan kulota 

haji Indonelsia diatulr dalam pasal 8 ayat (2) Ulndang-Ulndang Nomor 8 

Tahuln 2019 

―Kulota haji Indonelsia selbagaimana dimaksuld pada ayat (1) 

diteltapkan olelh Melntelri” 

Ku lota haji melrulpakan batasan julmlah jelmaah haji Indonelsia yang 

dibelrikan olelh Arab Sauldi. Kulota Haji di Indonelsia telrdiri dari kulota haji 

relgullelr yang disellelnggarakan olelh Melntelri dan kulota haji khulsuls yang 

                                                 
107

 BBC News Indonesia, ―KPK: Jaksa Sebut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin 
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disellelnggarakan olelh Pelnyellelnggara Ibadah Haji Khulsuls (PIHK). 

Pelngatulran welwelnang Melntelri Agama melngelnai pelneltapan ku lota haji 

relgullelr dan khulsuls telrdapat dalam pasal 12 ayat (1)  

“Melntelri melneltapkan kulota haji Indonelsia dan kulota haji provinsi 

jelmaah haji relgullelr” 

Yang kelmuldian pelneltapan kulota haji relgullelr julga diatulr dalam pasal 

25 ayat (1) Pelratulran Melntelri Agama Relpulblik Indonelsia Nomor 13 

Tahuln 2021 telntang Pelnye llelnggaraan Ibadah Haji Relgullelr belrbulnyi: 

“Dalam melneltapkan kulota haji relgullelr, Melntelri melmbelri prioritas 

kulota kelpada jelmaah haji relgu llelr lanjult ulsia yang belrulsia paling 

relndah 65 (elnam pullulh lima) tahuln delngan pelrselntasel telrtelntul” 

Belrdasarkan bulnyi keldula pasal di atas dapat dikeltahu li bahwa 

Melntelri melmbelrikan prioritas kelpada jelmaah lanjult ulsia yang belrulsia 

paling relndah 65 (elnam pullulh lima) tahuln delngan pelrselntasel telrtelntul. 

Pelmbelrian prioritas ini belrdasarkan pada ulrultan ulsia telrtula ataul masa 

tulnggul di masing-masing provinsi. Sellain itul, pelmbelrian prioritas ini julga 

belrlakul bagi jelmaah lanjult ulsia yang tellah melndaftar paling singkat 5 

tahuln selbellulm kelbelrangkatan jelmaah haji klotelr pelrtama.
108

 Kelmuldian, 

pelngatulran welwelnang Melntelri agama melngelnai kulota haji khulsuls 

telrdapat dalam pasal 64 ayat 1 

“Melntelri melneltapkan kulota haji khulsuls” 

Yang kelmuldian pelneltapan kulota haji khulsuls julga diatulr dalam pasal 

22 ayat (1) Pelratulran Melntelri Agama Relpulblik Indonelsia Nomor 6 Tahuln 

2021 telntang pelnye llelnggaraan ibadah ulmrah dan pelnye llelnggaraan ibadah 

haji khulsuls yang belrbulnyi: 
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“Melntelri melneltapkan kulota haji khulsuls selbelsar 8% (dellapan 

pelrseln) dari kulota haji Indonelsia” 

Belrdasarkan keldula pasal telrselbult dapat dikeltahuli bahwa ku lota haji 

khulsuls diteltapkan selbelsar 8% dari ku lota haji Indonelsia. Kulota haji khulsuls 

ini telrdiri dari jelmaah haji khulsuls dan peltulgas haji khulsuls.
109

 

Adapuln batasan-batasan yang telrdapat dalam welwelnang di atas 

yaitul, pelrtama, pelmaparan melngelnai welwelnang Melntelri Agama dalam 

Ulndang-Ulndang Nomor 8 Tahuln 2019 melmbelrikan batasan waktul ataul 

kapan waktul pelneltapan kulota haji ini seltellah diteltapkannya ku lota haji 

olelh kelrajaan Arab Sauldi kelpada seltiap Nelgara. Seltellah diteltapkannya 

kulota haji Indonelsia olelh Arab Sauldi kelmuldian Melntelri Agama melmbagi 

melnjadi kulota haji relgullelr dan kulota haji khulsuls. Hal ini selsulai delngan 

pelnellitian yang dilakulkan olelh Ariyani dkk bahwa pellaksanaan 

pelnye llelnggaraan ibadah haji seltiap tahuln di Indonelsia ditelntulkan olelh 

kulota haji yang dibelrikan olelh pelmelrintah kelrajaan Arab Sauldi. 

Kelmuldian seltellah pelmelrintah Indonelsia melmiliki pelmbelrangkatan ibadah 

haji maka kulota haji telrselbult dibagi selcara proporsional dan adil selsulai 

delngan julmlah provinsi dan banyaknya calon jelmaah haji yang tellah 

telrdaftar dalam daftar tulnggul pelmbelrangkatan haji.
110

 Sellain itul, hal ini 

julga selsulai delngan pelnellitian Harssilah dkk julga dijellaskan bahwa 

Melntelri Agama mellaluli kelwelnangannya delngan melmpelrtimbangkan 

selgala aspelk selsulai delngan prinsip adil dan proporsional dan julga 

pelmbagian ini diselsulaikan delngan pelrtimbangan julmlah pelnduldulk 
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Mulslim Indonelsia delngan melmpelrhatikan total pelndaftar calon jelmaah 

haji seltiap tahulnnya.
111

  

Dilular dari waktul yang ditelntulkan tidak dibelnarkan Melntelri Agama 

mellaksanakan welwelnangnya. Hal ini selsulai delngan pasal 15 Ulndang-

Ulndang Nomor 30 Tahuln 2014 yang melnyelbultkan bahwa badan dan/ataul 

peljabat pelmelrintahan yang tellah belrakhir masa ataul telnggang waktu l 

welwelnang tidak di belnarkan melngambil kelpultulsan dan/ataul tindakan.
112

 

Keldula, pelmaparan melngelnai welwelnang Melntelri Agama dalam Ulndang-

Ulndang Nomor 8 Tahuln 2019 melmbelrikan batasan matelri pelneltapan 

kulota haji khulsuls hanya selbelsar 8% dari kulota haji Indonelsia yang 

dibelrikan olelh kelrajaan Arab Sauldi. Jatah kulota haji khulsuls dipelrkirakan 

hanya 17.000 jelmaah haji seltiap tahulnnya. Hal ini jaulh lelbih kelcil 

daripada kulota haji relgullelr yang dipelrkirakan melncapai 200-an ribul 

jelmaah haji.  

Adanya ketentuan-ketentuan mengenai pembagian kuota haji 

Indonesia diharapkan dapat menunjang pembagian kuota haji secara adil 

dan proporsional. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan akan 

adanya potensi pelanggaran yang dilakukan. Misalnya saja terdapat 

dugaan bahwa Menteri Agama terdahulu menggunakan sisa kuota haji 

untuk diberikan kepada orang-orang terdekatnya. Ia diduga tidak 

mengutamakan sisa kuota haji untuk diberikan kepada calon jemaah haji 

dalam daftar antrean, melainkan untuk orang terdekatnya.
113
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3. Batasan Wewenang Menteri Agama Menetapkan Prosedur dan 

Persyaratan Pendaftaraan Jemaah Haji Reguler dan Khusus 

Pelngatulran welwelnang Melntelri Agama dalam hal melneltapkan 

proseldulr dan pelrsyaratan jelmaah haji Relgullelr diatulr dalam pasal 30 ayat 

(1) Ulndang-Ulndang Nomor 8 Tahuln 2019 

“Pelndaftaran jelmaah haji relgu llelr dilakulkan selpanjang tahu ln seltiap 

hari selsulai delngan proseldulr dan pelrsyaratan yang diteltapkan olelh 

Melntelri” 

 

Kelmuldian pelngatulran welwelnang Melntelri Agama ulntulk melneltapkan 

proseldulr dan pelrsyaratan jelmaah haji Khulsuls diatulr dalam pasal 73 ayat 

(1) Ulndang-Ulndang Nomor 8 Tahuln 2019 

“Pelndaftaran jelmaah haji khulsuls dilakulkan selpanjang tahu ln seltiap 

hari selsulai delngan proseldulr dan pelrsyaratan yang diteltapkan olelh 

Melntelri” 

 

Belrdasarkan bulnyi keldula pasal di atas dapat dikeltahu li bahwa 

telrdapat batasan waktul (kapan) Melntelri Agama melneltapkan jadwal 

pelndaftaran Jelmaah haji relgullelr dan khulsuls yaitul dapat dilakulkan 

selpanjang tahuln di seltiap hari kelrja. Hal ini selsulai delngan pelndapat 

Mulhammad Farhan bahwa pelndaftaran Jelmaah haji khulsu ls dapat 

dilakulkan selpanjang tahuln di seltiap hari kelrja delngan tuljulan agar tidak 

telrjadinya pelnulmpulkan antrian yang kelmuldian Jelmaah haji langsulng 

didaftarkan kel Kantor Wilayah Kelmelntelrian Agama Provinsi dari domisili 

Jelmaah haji yang selsulai delngan KTP yang dimiliki.
114
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4. Batasan Wewenang Menteri Agama Menetapkan Besaran Setoran 

awal dan Pelunasan Bipih reguler dan Khusus 

Pelngatulran welwelnang Melntelri Agama dalam hal melneltapkan 

belsaran seltoran awal dan pellulnasan bipih diatulr dalam pasal 49 ayat (3) 

Ulndang-Ulndang Nomor 8 Tahuln 2019 

“Belsaran pelmbayaran dana seltoran awal Bipih selbagaimana 

dimaksuld pada ayat (1) diteltapkan olelh Melntelri” 

Kelmuldian, welwelnang melntelri agama melneltapkan belsaran seltoran 

awal dan pellulnasan bipih khulsuls diatulr dalam pasal 68 ayat (1) 

“Melntelri melneltapkan seltoran awal Bipih khulsuls dan pellulnasan 

Bipih khulsuls ulntulk pelnyellelnggaraan ibadah haji khulsuls” 

 

Melngelnai keldula pasal di atas, melngultip dari jatelng.kelmelnag.go.id 

bahwa u lntulk melnelntulkan biaya pelrjalanan ibadah haji (bipih) Komisi VIII 

DPR, Kelmelntelrian Agama, BPKH selrta pelmangkul kelbijakan telrkait 

mellakulkan rapat panitia kelrja (panja) biaya haji hingga melnelmu lkan titik 

telmul dan diteltapkanlah bipih tahuln telrkait.
115

 Hal ini melnulnjulkkan bahwa 

batasan waktul (kapan) seltoran awal dan pellulnasan bipih dapat diteltapkan 

seltellah diselpakati sellulrulh biaya pelrjalanan ibadah haji (bipih). Bipih 

selndiri melrulpakan seljulmlah ulang yang haruls dibayar olelh warga nelgara 

yang akan melnulnaikan ibadah haji.
116

 

Terkait dana haji, tentunya terdapat potensi pelanggaran yang 

dilakukan. Misalnya saja terdapat dugaan penyelewengan dana haji oleh 

Menteri Agama terdahulu. Ia diduga menyelewengkan dana manfaat atau 
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bunga dari setoran haji yang digunakan untuk kepentingan pihak-pihak 

tertentu.
117

  

5. Batasan Wewenang Menteri Agama Menetapkan Standar Akreditasi 

KBIHU, PIHK dan PPIU 

Pelngatulran welwelnang Melntelri Agama dalam hal melneltapkan 

melneltapkan standar akrelditasi KBIHUl diatulr dalam pasal 43 ayat (4) 

Ulndang-Ulndang Nomor 8 Tahuln 2019 

“Melntelri melneltapkan standar akrelditasi KBIHUl” 

 

Kelmuldian, welwelnang ulntulk melneltapkan standar akrelditasi PIHK 

dan PPIUl diatulr dalam pasal 85 ayat (4) dan pasal 103 

“Melntelri melneltapkan standar akrelditasi PIHK” 

“Melntelri melneltapkan standar akrelditasi PPIUl” 

Sellain itul, keltelntulan melngelnai pelneltapan akrelditasi PPIUl dan PIHK 

olelh Melntelri Agama diatulr dalam lampiran Pelratulran Melntelri Agama 

Nomor 5 Tahuln 2021 telntang Standar Kelgiatan Ulsaha Pelnyellelnggaraan 

Pelrjalanan Ibadah Ulmrah dan Pelnyellelnggaraan Ibadah Haji Khulsuls, yaitul 

pelnilaian kelselsulaian pelngellolaan PPIUl dan PIHK dilakulkan olelh peltulgas 

akrelditasi belrdasarkan keltelntulan pelratulran pelrulndang-ulndangan.
118

 

Belrdasarkan pelmaparan di atas dapat dikeltahuli bahwa Melntelri Agama 

selbellulm melneltapkan akrelditasi, PPIUl dan PIHK haruls suldah selsulai 

delngan pelnilaian yang dilakulkan olelh peltulgas akrelditasi. Pelnilaian yang 

dilakulkan mellaluli tinjaulan dokulmeln, lapangan langsulng dan/ataul selcara 

langsulng. Hal ini melrulpakan batasan waktul ataul kapan pelneltapan 
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akrelditasi dilakulkan. Kelmuldian, ulntulk batasan waktul atau l kapan 

pelneltapan akrelditasi KBIHUl dilaksanakan seltiap tiga tahuln diadakan 

akrelditasi kinelrja olelh pelmelrintah yaitul Kantor Wilayah dan Kantor 

Kelmelntelrian Agama. Hal ini selsulai delngan pelnellitian Lella Masriyat 

Hasulgian yang melnyatakan bahwa masa belrlakul izin KBIHUl adalah 

sellama tiga tahuln dan seltellah tiga tahuln pelmelrintah mellaksanakan 

akrelditasi kelrja.
119

 

Tu ljulan dari akrelditasi adalah u lntulk melnelntulkan kellayakan program 

dalam satulan pelndidikan non formal atas dasar Standar Nasional 

Pelndidikan delngan kritelria yang belrsifat telrbulka. Jadi tuljulan 

disellelnggarakannya akrelditasi kbiho yaitul ulntulk melningkatkan kulalitas 

pellayanan dalam pelnyellelnggaraan bimbingan ibadah haji. Prosels 

pelningkatan pellayanan telrselbult nantinya akan melmbelrikan dampak pada 

melningkatnya kulalitas sulmbelr daya manulsia yang melngikulti ibadah haji. 

Delngan delmikian, suldah selmelstinya prosels akrelditasi tidak dilaksanakan 

selcara asal-asalan mellainkan delngan pelnulh kelsulnggulhan dan belrorielntasi 

pada melningkatnya kulalitas pellayanan. prosels akrelditasi tidak dapat 

dilaksanakan olelh selmbarang lelmbaga mellainkan dilaksanakan olelh 

lelmbaga yang melmiliki kelwelnangan dalam akrelditasi. Akrelditasi kbihul 

selndiri dilakulkan olelh kelmelntelrian Agama pulsat. 

6. Batasan Wewenang Menteri Agama Menetapkan Standar Minumum 

Pelayanan Ibadah Haji Khusus 

Pelngatulran welwelnang Melntelri Agama dalam hal melneltapkan 

melneltapkan standar minimulm pellayanan ibadah haji khulsuls diatu lr dalam 

pasal 68 ayat (4) Ulndang-Ulndang Nomor 8 Tahuln 2019 
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“Standar pellayanan minimulm pelnyellelnggaraan ibadah haji khulsuls 

diteltapkan olelh Melntelri” 

 

Melntelri Agama dalam pelratulrannya  Nomor 22 Tahuln 2011 telntang 

Standar Pellayanan Minimal Pelnye llelnggaraan Ibadah Haji Khulsuls pasal 2 

dijellaskan bahwa
120

: 

a. Standar pellayanan minimal pelnye llelnggaraan ibadah haji khulsuls 

belrtuljulan ulntulk melmbelrikan kelpastian telrseldianya pellayanan 

minimal olelh PIHK kelpada Jelmaah haji khulsuls 

b. Standar pellayanan minimal pelnye llelnggaraan ibadah haji khulsuls 

digulnakan selbagai aculan dalam pelngawasan dan pelnilaian telrhadap 

kinelrja PIHK 

Dari hal telrselbult dapat dilihat bahwa pelneltapan standar minimulm 

pellayanan ibadah haji khulsuls belrgulna ulntulk melmbelrikan kelpastian 

kelpada Jelmaah haji melngelnai pellayanan minimal yang dimiliki PIHK 

selrta digulnakan selbagai aculan dalam pelngawasan dan pelnilaian telrhadap 

kinelrja PIHK. Artinya dari pelratulran Melntelri Agama telrselbult, bahwa 

sulbstansi (matelri) dari standar minimulm pellayanan PIHK belrisikan dula 

hal, yaitul melmbelrikan kelpastian kelpada Jelmaah melngelnai standar 

minimulm PIHK selrta selbagai aculan dalam pelngawasan dan pelnilaian 

kinelrja PIHK.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Hasil pelnellitian melnulnjulkkan bahwa Melntelri Agama melmiliki kelduldulkan 

selbagai pelmelgang kelndali ultama dalam pelnye llelnggaraan ibadah haji. 

Welwelnang Melntelri Agama dalam pelnye llelnggaraan ibadah haji dipelrolelh 

selcara atribulsi yang belrsifat telrikat. Melntelri Agama melmiliki batasan selndiri 

dalam mellaksanakan welwelnangnya, selpelrti yang pelnullis tellah telmulkan, 

telrdapat belbelrapa batasan welwelnang Melntelri Agama dalam Ulndang-Ulndang 

Nomor 8 Tahuln 2019, yaitul dalam Welwelnang melngangkat PPIH Melntelri 

Agama dibatasi olelh wilayah yaitul hanya selbatas melngangkat, dilular dari 

welwelnang telrselbult tidak dibelnarkan Melntelri Agama melngambil 

kelpultulsan/tindakan. Dalam hal pelneltapan kulota haji dapat diteltapkan olelh 

Melntelri Agama seltellah diteltapkannya ku lota haji Indonelsia olelh Arab Sauldi, 

sellain itul Melntelri Agama julga dibatasi olelh sulbstansi (matelri) pelneltapan kulota 

haji khulsuls hanya selbelsar 8%. Melngelnai pelneltapan proseldulr dan pelrsyaratan 

pelndaftaran jelmaah haji relgullelr dan khulsuls Melntelri Agama melmiliki batasan 

waktul yaitul selpanjang tahuln diseltiap hari kelrja. Kelmuldian Melntelri Agama 

dapat melneltapkan belsaran seltoran awal dan pellulnasan bipih relgullelr dan khulsuls 

seltellah melndapatkan kelselpakatan dari hasil rapat belrsama Komisi VIII DPR, 

Kelmelntelrian Agama, BPKH selrta lelmbaga telrkait. Kelmuldian selbellulm 

melneltapkan standar akrelditasi KBIHUl, PIHK dan PPIUl suldah haru ls selsulai 

delngan pelnilaian yang dilakulkan olelh pihak akrelditasi. Kelmuldian telrkait 

welwelnang melneltapkan standar minimulm pellayanan ibadah haji khulsuls telrdapat 

batasan sulbstansi (matelri) yaitul melmbelrikan kelpastian kelpada jelmaah 

melngelnai standar minimulm PIHK selrta selbagai aculan dalam pelngawasan dan 

pelnilaian kinelrja PIHK. 
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B. Saran 

1. Melntelri Agama sellakul pelnye llelnggara ibadah haji diharapkan dapat selgelra 

melnulntaskan pelratulran tulrulnan dari Ulndang-Ulndang Nomor 8 Tahuln 

2019 telntang Pelnye llelnggaraan Ibadah Haji 

2. Kelmelntelrian/lelmbaga telrkait pelnye llelnggaraan ibadah haji diharapkan 

dapat belkelrjasama delngan Kelmelntelrian Agama gulna melnyulsuln pelratulran 

tulrulnan selhingga dapat telrciptanya harmonisasi yang melndulkulng 

implelmelntasi pelnye llelnggaraan ibadah haji yang baik 

3. Pellajar ataul mahasiswa yang seldang melnelmpulh stuldi, khulsulsnya stuldi 

manajelmeln haji dan ulmrah agar telruls melnggali dan melnganalisa 

felnomelna-felnomelna kelbijakan pelnye llelnggaraan haji dan ulmrah. Hal 

telrselbult diharapkan nantinya dapat melnjadi kelmanfaatan yang belrsifat 

ulnivelrsal kelpada sellulrulh ulmat manulsia, khulsulsnya masyarakat Indonelsia 

C. Penutup 

Alhamdu llillahirobbil‘alamin, delngan melnyelbult nama Allah SWT. yang 

Maha Pelngasih lagi Maha Pelnyayang, pelnullis panjatkan pulji dan syu lkulr atas 

kelhadirat-Nya, yang tellah mellimpahkan rahmat, hidayah, dan innayah-Nya 

kelpada pelnullis selhingga pada kelselmpatan ini pelnullis dapat melnye llelsaikan 

skripsi ini. Pelnullis belrharap pelnellitian ini dapat belrmanfaat bagi khalayak 

pelmbaca. Pelnullis julga melnyadari bahwa tullisan ini sangat jaulh dari kata 

selmpulrna dan banyak kelkulrangan karelna keltelrbatasan ilmul pelngeltahu lan yang 

dimiliki. Olelh karelna itul, pelnullis melngharapkan adanya kritik dan saran 

melmbanguln dari pelmbaca gulna melmpelrbaiki pelnellitian ini. 
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